
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVINSI RIAU 

PERATURAN BUPATI SIAK 
NOMOR 21 TAHUN 2026 

 

TENTANG 
 

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG 
KABUPATEN SIAK TAHUN 2025-2029 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  SIAK, 
 

Menimbang 

 

 

: 

 

 

a. bahwa dalam rangka menjabarkan tujuan dan sasaran daerah 
Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat 

Daerah, serta pelaksanaan pembangunan yang terencana dan 
terakomodir dalam kerangka sistim perencanaan pembangunan, 
perlu disusun rencana jangka menengah daerah yang 

selanjutnya disebut sebagai Rencana Strategi Perangkat Daerah 
Tahun 2025-2029; 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah 

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan; 

  c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Daerah 
Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi 

pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana 
Strategis Perangkat Daerah; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Kampung Tahun 2025-2029; 

 Mengingat 

 

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten 

Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten 
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga Atas 
Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten  Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten 

Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten 
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 

 

 



  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan 
Peraturan Peundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Peundang-

Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6801); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6856); 

  6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 6987); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4817); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6178); 

  9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, 
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangaan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

 



  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 

2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2024 Nomor 845); 

  16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang 
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 

Tahun 2025-2029; 

  17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2025 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Siak 
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 

2025 Nomor 1); 

  18. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2025 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Siak Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak 
Tahun 2025 Nomor 5); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN 
SIAK TAHUN 2025-2029. 
 
     

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Siak. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Siak. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025-2045 

yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 

periode 20 (dua puluh) Tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 

2045. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD 

adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun 

dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.  



7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat 

Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) 

Tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.  

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 

dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah 

adalah dokumen  perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.  

10. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin 

diwujudkan selama 5 (lima) Tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan 

Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang 

diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD. 

11. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja 

yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya 

pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah. 

12. Hasil (outcome) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu 

output/keluaran. 

13. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan 

atas proses pemanfaatan sumber daya. 

14. Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan 

yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan di 

antaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan 

program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk 

mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah. 

15. Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian 

kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi 

Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam 

rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. 

16. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah yang selanjutnya 

disebut dengan DPMK adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan 

mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana 

pembangunan daerah. 

BAB II 

KEDUDUKAN 

Pasal 2 

 

(1) Renstra DPMK Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari 

RPJMD Tahun 2025-2029 yang bersifat indikatif. 

(2) Renstra DPMK Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, 

program, dan kegiatan pembangunan dalam jangka pelaksanaan urusan 

perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan sesuai dengan tugas dan 

fungsi. 



(3) Renstra DPMK Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Renja DPMK Kabupaten 

Siak. 

BAB III 

SISTEMATIKA 

Pasal 3 

(1) Renstra DPMK Kabupaten Siak tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 disusun dengan sitimatika sebagai berikut: 

a. BAB I : PENDAHULUAN  

b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU 

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

c. BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  

d. BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN ARAH KINERJA 

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN  

e. BAB V : PENUTUP 

(2) Penjabaran Renstra DPMK Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 

PENGANDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 4 

(1) Kepala DPMK Kabupaten Siak melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

Renstra DPMK Kabupaten Siak Tahun 2025-2029. 

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renstra DPMK Kabupaten Siak 

Tahun 2025-2029; 

b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra DPMK Kabupaten 

Siak Tahun 2025-2029; dan 

c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan penyusunan Renstra DPMK Kabupaten 

Siak Tahun 2025-2029. 

BAB V 

PERUBAHAN RENCANA STARTEGIS 

Pasal 5 

(1) Perubahan Renstra DPMK Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 dapat dilakukan 

apabila terjadi perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025-

2029. 

(2) Perubahan Renstra DPMK Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 dapat dilakukan 

apabila terjadi perubahan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, 

dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

 





 

 

 

 

Email : dpmk@mail.siakkab.go.id
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. 1 Latar Belakang 

 Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung 

Kabupaten Siak adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran 

strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang 

diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Siak tahun 2025-2029. 

 Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten 

Siak berfungsi sebagai acuan untuk menilai kinerja dan mempertegas arah  kebijakan 

dalam menjalankan program dan kegiatan yang bersipat indikatif guna terselenggaranya 

tugas-tugas pada aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung dalam 

mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kepala Daerah. 

 Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten 

Siak Tahun 2025-2029 disusun sebagai bentuk dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.  Pada pasal 15 ayat 

(1) dan pasal 19 ayat (2)  disebutkan bahwa setiap SKPD mempunyai kewajiban untuk 

menyusun Rencana Strategis SKPD (RENSTRA-SKPD) untuk menjamin keterkaitan dan 

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta 

efisiensi, efektifitas, berkeadilan, dan berkelanjutan. Disamping itu sesuai dengan diktum 

kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, disebutkan setiap Instansi Pemerintah sampai tingkat Eselon II wajib 

menyusun Rencana Strategis untuk melaksanakan akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah sebagai wujud pertangungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah.  
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 Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun 2025-

2029 disusun dengan berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 

2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.                                                                                                    

Keterkaitan antara Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung 

Kabupaten Siak dengan RPJMD Kabupaten Siak adalah Renstra Perangkat Daerah disusun 

dengan berpedoman kepada RPJMD. RPJMD adalah dokumen pembangunan lima tahun 

yang merupakan penjabaran dari visi dan misi dan program kepala daerah yang memuat 

straregi pembangunan daerah. Program prioritas RPJMD dilaksanakan melalui program 

dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang dijabarkan melalui rencana kerja pemerintah 

daerah (RKPD) sesuai dengan  indikator kinerja daerah. Rencana Kerja (Renja) PD 

merupakan dokumen perencanaan untuk satu tahun yang disusun berpedoman kepada 

Rencana Strategis PD beserta pagu indikatif yang selanjutnya menjadi pedoman dalam 

penyusunan RKA PD.   

Tujuan Nasional Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 

1945, adalah “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia”. Untuk merealisasikan tujuan Negara tersebut diperlukan 

perencanaan yang terstruktur serta dapat diukur dalam batas waktu tertentu, seperti halnya 

melalui pendekatan RPJPD, RPJMD, RENSTRA PD dan RENJA PD“. Dengan demikian 

RPJMD Kabupaten Siak menjadi acuan dan landasan bagi semua dokumen perencanaan 

baik rencana pembangunan tahunan Pemerintah Daerah maupun dokumen perencanaan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Siak”. 

1.2 Landasan Hukum 

Landasan hukum Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung 

Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 sebagai berikut : 
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1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5495); sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebarapa kali dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679) ; 

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016  tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 

Nomor 19); 
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1312 ); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 

Tahun 2025-2029; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan 

Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun  2015  Nomor 1); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 

2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak 

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023 Nomor 7); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) Kabupaten Siak Tahun 2020-2040; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 tahun 2025 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 2025-2045  

16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor ...... Tahun 2025 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 -2029; 
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17. Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Siak Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten 

Siak. 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kampung Tahun 2025-2029 adalah sebagai dokumen perencanaan yang akan menjadi 

acuan dalam merumuskan pelaksanaan program dan kegiatan guna mengoptimalkan 

pelaksanaan tugas-tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dalam 

mendukung Visi dan Misi Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 khususnya misi ke dua yaitu 

Memberdayakan generasi muda dan perempuan dalam kegiatan kewirausahaan dan 

industri kreatif, serta mendorang ekonomi inklusif dengan keterlibatan UMKM dan 

menciptakan seluasluasnya kesempatan berusaha. 

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kampung Tahun 2025-2029 adalah untuk mewujudkan Visi, Misi, tujuan dan sasarannya 

secara sinergis dan koordinatif sesuai dengan arah dan kebijakan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. 

1.4. Sistematika Penulisan 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang; 

1.2. Dasar Hukum Penyusunan; 

1.3. Maksud dan Tujuan;  

1.4. Sistematika Penulisan; 

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 

PERRANGKAT DAERAH 

2.1. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah; 

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah; 

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;  

2.4. Kelompok sasaran layanan;  
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2.5. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan 

2.6. Isu Strategis  

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

3.1. Tujuan Perangkat Daerah;  

3.2. Sasaran Perangkat Daerah;  

3.3. Strategi Perangkat Daerah; dan  

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah. 

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA 

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

4.1. Uraian Program; 

4.2. Uraian Kegiatan; 

4.3. Uraian Subkegiatan berserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif; 

4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas 

pembangunan daerah; 

4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-

2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan 

4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-

2029 melalui Indikator Kunci (IKK).  

BAB V. PENUTUP. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Tahun 2025-2029                      7 

 

  

BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN 

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DAN KAMPUNG KABUPATEN SIAK 

 

2.1. Tugas, fungsi, dan struktur Perangkat Daerah 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak terbentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Siak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, 

menjelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung merupakan Perangkat 

Daerah yang berperan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan di 

bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung. Secara rinci struktur organisasi, kondisi 

aparatur serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung 

Kabupaten Siak dapat dijelaskan sebagai berikut : 

A.  Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak 

Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 122 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Siak Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung 

Kabupaten Siak, telah dijelaskan bahwa ;  

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung merupakan unsur pelaksana urusan 

pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. 

2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dipimpin oleh Kepala Dinas yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah. 
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B. Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Kampung mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempunyai tugas membantu bupati 

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang 

pemberdayaan masyarakat dan kampung; 

2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya sebagai berikut : 

 a.  Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan  kampung; 

 b.  Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang 

pemberdayaan masyarakat dan kampung; 

 c Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung; 

 d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas; 

 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun 

lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

C.  Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak 

Berkaitan dengan Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kampung telah diatur dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 122 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak. Adapun kerangka struktur organisasi 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak dapat dilihat pada 

lampiran gambar  2.1. 

Berdasarkan peraturan tersebut telah dijelaskan bahwa pada Struktur Organisasi 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak terdapat beberapa 

jabatan eselon diantaranya jabatan eselon II dipimpin oleh 1 orang Kepala Dinas, 

jabatan eselon III yang terdiri dari 1 orang Sekretaris dan dibantu oleh 2 orang 
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kasubbag, 3 orang Kepala bidang yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu 

3 orang jabatan fungsional dan staf. 

Berikut susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung 

Kabupaten Siak yang terdiri dari :  

a. Kepala dinas membawahi Sekretaris dan 3 (tiga) bidang, yaitu; 

1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Ekonomi dan Kerjasama 

Kampung; 

2. Bidang Pemerintahan Kampung; dan  

3. Bidang Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung. 

b. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam malaksanakan 

penyusunan kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, 

melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana 

prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan dan membawahi 2 

(dua) Sub Bagian, yaitu : 

1. Subbag perencanaan program dan umum; dan 

2. Subbag keuangan dan kepegawaian. 

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Ekonomi dan Kerjasama 

Kampung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 

teknis dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, 

Pengembangan Ekonomi dan Kerjasama Kampung. Untuk melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud, bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan 

Ekonomi dan Kerjasama Kampung mempunyai fungsi : 

a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di 

lingkup Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Ekonomi dan 

Kerjasama Kampung;  

b. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk 

teknis dan standar operasional prosedur layanan di Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat, Pengembangan Ekonomi dan Kerjasama Kampung; 
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c. Merumuskan bahan kebijakan penataan dan pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung; 

d. Menyelenggarakan kegiatan pengutan kelembagaan masyarkat dan adat 

Kampung, pelatihan Masyarakat, pengembangan manajemen 

pembangunanpartisipatif serta peningkatan peran serta Masyarakat dalam 

penataan dan pendayagunaan ruang Kawasan perkampungan; 

e. Menyelenggarakan pemberdayaan kelembagaan Masyarakat dan adat 

kampung dalam menyuarakan aspirasi Masyarakat; 

f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung; 

g. Menyelenggarakan fasilitasi peningkatan partisipasi Masyarakat dalam 

program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat; 

h. Menyelenggarakan fasilitasi pengembangan nilai budaya, agama, dan 

keagamaan di masyrakat dan pelestarian adat, budaya dan sosial; 

i. Menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia bagi Lembaga 

Masyarakat Kampung dan Adat Kampung; 

j. Merumuskan bahan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, 

Pengembangan Ekonomi dan Kerjasama Kampung; 

k. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penysusunan pedoman dan 

supervise pemberdayaan ekonomi, kerjasama kampung, sumber daya alam 

dan teknologi tepat guna; 

l. Menyelenggara fasilitasi peningkatan produksi, mutu, potensi, pemasaran 

lembaga ekonomi Kampung; 

m. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi penanggulangan 

kemiskinan berbasis Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik 

Kampung/Badan Usaha Milik Kampung Bersama; 

n. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pemberdayaan pengembangan usaha 

ekonomi Kampung; 

o. Melaksanakan pemberdayaan kerjsama ekonomi antar Kampung; 
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p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dari pimpinan baik secara tertulis 

maupun lisan sesuai dengan kewenagan dan bidang tugas dang fungsinya 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

 

d. Bidang Pemerintahan Kampung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Pemerintahan 

Kampung. 

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemerintahan Kampung mempunyai fungsi : 

a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di 

lingkup Bidang Pemerintahan Kampung;  

b. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk 

teknis dan standar operasional prosedur layanan di Bidang Pemerintahan 

Kampung; 

c. Menelenggarakan pembinaan administrasi Pemerintahan Kampung; 

d. Menyelenggarakan penyusunan data base/profil Kampung dalam 

penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Kampung; 

e. Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan, pemekaran, 

penggabungan dan pengahapusan Kampung; 

f. Menyelenggarakan fasilitasi penetapan dan penegasan batas Kampung dan 

Kelurahan; 

g. Melaksanakan evaluasi perkembangan kampung dan lomba kampung; 

h. Menyelenggarakan pengembangan kapasitas Penghulu, perangkat Kampung 

dan anggota Badan Usaha Permusyawaratan Kampung; 

i. Menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan Penghulu; 

j. Menyelenggarakan fasilitasi pemilihan anggota Badan Permusyawaratan 

Kampung; 

k. Menyelenggarakan fasilitasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan 

pemerintahan Kampung; 
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l. Menyelenggarakan fasilitasi dan evaluasi atas pendataan indek Kampung 

Mambangun; 

m. Menyelenggarakan fasilitasi evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas 

kinerja pemerintah Kampung; 

n. Menyelenggarakan kegiatan penguatan Lembaga Pemerintahan Kampung; 

o. Melaksanakan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan 

fungsi Bidang Pemerintahan Kampung; dan 

p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dari pimpinan baik secara tertulis 

maupun lisan sesuai dengan kewenagan dan bidang tugas dang fungsinya 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

 

e. Bidang Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan 

Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung. Untuk melaksanakan tugas Bina 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung mempunyai fungsi : 

a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di 

lingkup Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung;  

b. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk 

teknis dan standar operasional prosedur layanan di Bidang Bina Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Kampung; 

c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengelolaan 

Kuangan dan Aset Kampung; 

d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penetapan dan fasilitasi terhadap 

dalam rangka penertiban administrasi Kuangan dan Aset Kampung;; 

e. Menyelenggarakan fasilitasi penyelesaian permasalahan dan sengketa Aset 

Kampung; 

f. Menyelenggarakan kegiatan penguatan Keuangan dan Aset Kampung; 

g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan 

Aset Kampung; 
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h. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyelenggaraan program dan 

kegiatan pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung dengan instansi atau 

pihak terkait; 

i. Melaksanakan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan 

fungsi Bidang Pemerintahan Kampung; dan 

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dari pimpinan baik secara tertulis 

maupun lisan sesuai dengan kewenagan dan bidang tugas dang fungsinya 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

 

f.  Kelompok Jabatan Fungsional 

1. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), 

terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya 

yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan 

kebutuhan, analisis jabatan dan beban kelja, sesuai peraturan perundang-

undangan. 

3. Tugas tiap jenjang Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-

masing. 

4. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan 

fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Kampung sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. 

5. Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan Subkoordinator Pelaksana Fungsi 

Pelayanan Fungsional guna mengoordinasikan dan mengelola kegiatan 

pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas jabatan 

administrator masing-masing. 

6. Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5)  ditunjuk oleh Bupati dari 

pejabat fungsional jenjang ahli muda. 
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Gambar. 2.1 

Struktur DPMK Kabupaten Siak 
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2.2. Sumber daya Perangkat Daerah 

Sumber daya organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak  

merupakan suatu hal yang sangat strategis dan komprehensip bagi setiap proses aktifitas 

organisasi sehingga dapat mewujudkan kinerja sebagaimana yang diharapkan, sumber daya yang 

ada dalam arti kata kunci yaitu daya (energi) power artinya dapat diajukan dalam hal 

kemampuan, kekuatan keberdayaan, peranan, kewenangan dan tanggung jawab sehingga 

sumber yang berarti sumber-sumber (resources) yang kaidahnya dalam managemen dalam 

rangka pelaksanaan berbagai aktifitas untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan 

dalam Peraturan Bupati Siak. Sumber daya Dinas Pemberdayaan Masyaraakat dan Kampung 

dalam uraian tugas dan fungsi meliputi 2 (dua) sumber daya yaitu kepegawaian dan aset 

yang dikelola dengan penjelasan sebagai berikut : 

 

2.2.1. Susunan Kepegawaian 

Adapun kondisi kepegawaian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung 

Kabupaten Siak sebagai berikut : 

 

Tabel 2.1.  

Jumlah ASN dan Non ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

NO PENDIDIKAN JUMLAH 

1 Strata 3 (S-3) - 

2 Strata 2 (S-2) 7 

3 Strata 1 (S-1) 20 

4 Diploma 3 2 

5 SLTA/SMK/MA 9 

6 SLTP 0 

JUMLAH 38 

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian DPMK Kab. Siak Tahun 2025 

 

Jika melihat pada tingkat pendidikan aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kampung Kabupaten Siak, yang secara total berjumlah 38 orang, maka komposisi pegawai 

dengan pendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana berjumlah 27 orang atau sekitar 71,05% dari 
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jumlah pegawai secara keseluruhan. Hal ini mencerminkan sumber daya aparatur yang sudah 

baik, meski tetap akan terus ditingkatkan. 

  

Tabel 2.2.  

Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan 
 

NO PELATIHAN PENJENJANGAN JUMLAH 

1 DIKLATPIM IV 9  

2 DIKLATPIM III 6  

3 DIKLATPIM II 1  

4 DIKLATPIM I - 

5 LEMHANAS - 

JUMLAH 16  

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian DPMK Kab. Siak Tahun 2025 

 

Pada Tabel 2.2. Terlihat bahwa untuk pelatihan penjenjangan yang terbanyak telah diikuti 

adalah Diklatpim IV, yang telah diikuti 9 pegawai DPMK, atau sejumlah 56,25% dari total 

pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung telah mengikuti Diklatpim, sedangkan 

sebanyak 7 orang atau 43,75% pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung telah 

mengikuti pelatihan penjenjangan. 

 

Tabel.2. 3.   

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan 

 

NO GOLONGAN JUMLAH 

1 Golongan IV 5 

2 Golongan III 12 

3 Golongan II 2 

4 Golongan I 0 

5 IX 2 

6 V 1 

JUMLAH 22 

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian DPMK Kab. Siak Tahun 2025 

 

Sedangkan bila diklasifikasikan kedalam tingkatan golongan, maka sebagaimana terlihat 

pada Tabel. 2.3. pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung terbanyak berada pada 

golongan III, atau sejumlah 12 orang (54,55%). 
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Tabel 2.4.  

Jumlah Pegawai yang  Eselon dan Staf ASN dan Non ASN 

 

NO ESELON DAN STAF PNS DAN NON PNS JUMLAH 

1 Eselon II 1 

2 Eselon III 3 

3 Eselon IV 2 

4 Jabatan Fungsional 3 

5 Pelaksana 28 

6 Non ASN 1 

JUMLAH 38 

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian DPMK Kab. Siak Tahun 2025 

 

Dari jumlah 38  pegawai tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1 orang dengan jabatan 

eselon II, yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak; 3 orang 

dengan jabatan eselon III, yang terdiri dari Sekretaris dan 2 Kepala Bidang, 2 jabatan eselon 

IV, 3 jabatan fungsional, sisanya staf. Hal ini sesuai dengan Struktur Organisasi Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak. 

 

2.2.2. Sarana dan Prasarana 

Keadaan sarana dan prasarana kerja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Tahun 2024 sebagai berikut : 

 

Tabel. 2.5 

Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Pendukung OPD Tahun 2024 

 

KODE 

BARANG 

NAMA BARANG JUMLAH 

BARANG HARGA PEROLEHAN KETERANGAN 

1.3.2.02 ALAT ANGKUTAN 15 1.936.087.726,40 Baik 

1.3.2.05.01 ALAT KANTOR 61 445.496.247,48 Baik 

1.3.2.06 ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR 2 200.000,00 Kurang Baik 

1.3.2.10 KOMPUTER 54 522.330.843,69 Baik 

1.3.3.01 BANGUNAN GEDUNG 6 4.110.769.723,87 Baik 

1.5.4 ASET LAIN-LAIN 135 669.504.011,90 Rusak Berat 

1.5.4.01 ASET LAIN-LAIN 135 669.504.011,90   

Sumber : Pengurus Barang Pengguna DPMK Kab. Siak Tahun 2025 
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Berdasarkan tabel diatas dihimpun oleh Pengelola Barang Milik Daerah Tahun 2025, Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung  Kabupaten Siak memiliki sejumlah sarana dan prasarana  

yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. 

Aset berupa alat angkutan berjumlah 15 unit yang terdiri dari 7 unit kenderaan roda 4 dan 8 unit 

kendaraan roda 2. 

Aset berupa alat kantor berjumlah 61 unit yang terdiri dari alat kantor lainnya, alat kantor rumah 

tangga, alat pendingin, alat rumah tangga lainnya, alat pemadam kebakaran, meja dan kursi. 

Aset berupa komputer berjumlah 54 uit yang terdiri dari 29 unit personal komputer, 19 unit 

peralatan personal komputer dan 6 unit peralatan jaringan. 

Aset berupa gedung dan bangunan berjumlah 6 unit yang terdiri dari gedung Kantor Penghulu 

Buana Makmur Kecamatan Dayun, Gedung Kantor Kampung Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit, 

Gedung Kantor Kampung Pebadaran Kecamatan Pusako, Gedung Kantor Kampung Sungai Gondang 

Kecamatan Kandis, Gedung Kantor Kampung Tasik Seminai Kecamatan Koto Gasib dan Gedung 

Bangunan Kantor DPMK. 

Aset berupa aset lain-lainnya yang berjumlah 135 unit dalam keadaan rusak berat dan sudah 

diusulkan untuk di musnahkan melaluai penjualan. 

   

2.3.  Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak diukur melalui 

berbagai indikator yang mencerminkan efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan 

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa 

seluruh dukungan Sumber Daya Manusia serta Program, Kegiatan dan Subkegiatan mendukung 

Kemandirian Kampung dan Keaktifan Kelembagaan Kampung. 

Penilaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mencakup beberapa 

aspek utama, antara lain :  

1. Capaian Indikator Kinerja Utama, yang menunjukkan keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Kampung dalam mencapai target sasaran strategis yang telah ditetapkan. 
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2. Capaian IKK LPPD Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang memberikan gambaran 

mengenai pengetasan kampung tertinggal serta perkembangan kemandirian kampung.  

3. Evaluasi Renstra Periode 2021-2026, sebagai bentuk refleksi terhadap pelaksanaan rencana strategis 

sebelumnya guna meningkatkan perencanaan kedepan. Dalam Renstra Tahun 2021-2026 

menyesuaikan dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah disusun. Maka capaian 

indikator pelaksanaan urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagai berikut :
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Tabel 2.6 

Capaian Kinerja Berdasarkan Tujuan/ Sasaran 

Renstra Tahun 2022-2024 

NO Tujuan Sasaran Indikator 
Target Tahun Realisasi Tahun Capaian Realisasi 

 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

1 Meningkatkan 

kualitas tata 

kelola 

pemerintahan  

dan lembaga 

ekonomi 

kampung 

keuangan dan 

aset secara 

tertib 

  Persentase kampung 

mandiri   

24,59% 32,79% 40,98% 35,24% 89,34% 100,00% 143,33% 272,46% 244,02% 
 

Meningkatnya 

pelayanan dan kinerja 

DPMK 

Nilai Predikat SAKIP  B B B B B B 100% 100% 100% 

 

Meningkatnya 

kualitas 

penyelenggaraan tata 

kelola pemerintahan 

dan lembaga ekonomi 

kampung 

Peningkatan 

persentase kampung 

mandiri 

24,59% 32,79% 40,98% 35,24% 89,34 100,00% 143,33% 272,46% 244,02% 

 

2 Meningkatkan 

lembaga 

kemasyarakatan 

dan adat 

kampung 

  Persentase Kelembagaan 

masyarakat  

perkampungan yang Aktif 

dalam Pembangunan yang 

berkelanjutan 

82,32% 86,73% 91,15% 89,82% 89,82% 91,95% 109,11% 103,56% 100,88% 

 

Meningkatnya peran 

swadaya masyarakat,  

lembaga kemasyarakatan 

dan adat kampung 

Persentase lembaga 

kemasyarakatan dan adat 

kampung yang aktif 

82,32% 86,73% 91,15% 89,82% 89,82% 91,95% 109,11% 103,56% 100,88% 
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung 

Kabupaten Siak sesuai Renstra Tahun 2021-2026 memiliki 2 Tujuan dan 3 Sasaran.  

Dapat dijelaskan dari tahun 2022-2024 , capain realisasi sasaran kinerja yang telah ditetapkan 

indikator Nilai Predikat SAKIP,  Peningkatan persentase kampung mandiri dan Persentase lembaga 

kemasyarakatan dan adat kampung yang aktif rata-rata capaian setiap tahun sudah melebihi realisasi 

capaian kinerja dari 100% dari 3 target indikator yang sudah ditetapkan. Adapun Evaluasi kinerja 

capaian-capaian program, kegiatan dan subkegiatan yang tertuang dalam Renstra 2021-2026 dalam 

pelaksanaan urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung tabel 2.7 berikut ini : 
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Tabel 2.7. 

Pencapaian Target Kinerja Program Periode Renstra Tahun 2022-2024 

 
 
 

NO 

 
Program Sesuai Tugas dan 

Fungsi Perangkat Daerah 

 
Target 

NSPK 

 
Target 

IKK 

 

Target 

Indikator 

Lainnya 

Target Renstra  PD 

Tahun 

Realisasi Capian Pada 

Tahun 

 

Rasio Capaian  Pada 

Tahun 

 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

2022 
 

2023 
 

2024 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

Urusan Pemberdayaan dan Desa             
1 Penunjang Urusan - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Pemerintahan Daerah  

Kabupaten 

  

2 Penataan Desa - - - - 100 - - 100 - - 100 - 

3 Peningkatan Kerjasama Desa - - - - - 49,18 - - 49,18 - - 100 

4 Administrasi  Pemerintahan - - - 94,26 94,26 95,08 94,26 94,26 95,08 100 100 100 

Desa   

5 Pemberdayaan Lembaga - - - 38,52 38,52 54,92 38,52 38,52 54,92 100 100 100 

Kemasyarakatan, Lembaga   
Adat Dan Masyarakat 

Hukum 

Adat 

  

 

 

Kinerja angaran dan realisasi pendanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung disajikan pada tabel 

2.8 sebagai berikut : 
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Tabel 2.8. 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan  DPMK Kabupaten Siak 

Tahun 2020-2024 

 

No Uraian 
Anggaran Pada tahun ke (000) Realisasi Anggaran pada tahun ke-(000) 

Rasio capaian pada tahun ke- capaian 

akhir 

tahun 

2024(%) 

Ket 
Realisasi Capaian tahun ke-(%) 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 Belanja 

Tidak 

Langsung 

 

2,968,656 

  

2,552,863 

  

3,505,098 

  

3,310,758 

  

3,100,323 

   

2,508,186 

 

2,420,497 

 

2,681,298 

 

2,650,953 

 

2,512,727 

        

84.49 

  

94.81 

  

76.50 

  

80.07 

  

81.05 

  

81.05 

 

2 Belanja 

Langsung 

   

5,482,413  

 

9,226,030 

 

10,036,952 

 

15,272,692 

 

13,684,027 

   

5,074,122  

 

8.709.944 

 

8,909,784 

 

14,024,328 

 

10,376,237 

        

92.55  

 

94,41 

 

88,77 

 

89,73 

 

75,373 

 

75,373 

 

 

 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sesuai Renstra Tahun 2021-2026 memiliki realisasi 

anggaran yang cukup baik, tetapi seluruh target yang telah ditetapkan dapat dicapai seluruhnya.  

Dari tabel diatas juga terlihat bahwa tingkat realisasi pada tahun 2020-2024 yang sudah memenuhi target realisasi pada Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Kampung yaitu terdapat pada belanja tidak langsung dengan rata-rata realisasi 83,38%, sedangkan pada belanja langsung dengan 

rata-rata realisasi 87,07%. Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan instrumen vital dalam tata kelola pemerintahan modern. Sebagai alat ukur 

kinerja yang komprehensif, IKK memainkan peran krusial dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program pemerintah, Beberapa 

karakteristik penting dari. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak sebagai 

berikut : 
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Tabel 2.9. 

Capaian IKK Tahun 2020-2024 

 

 

NO 
Indikator Kinerja Kunci (IKK) 

Capaian Tahun  

2020 2021 2022 2023 2024 

1 3 4 5 6 5 6 

1 Persentase peningkatan status desa mandiri 4,92 17,21% 19,67% 89,34% 100% 

2 Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa 6 21 24 109 122 

3 

Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun 

berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama 

antar desa tahun sebelumnya 

3 15 3 85 13 

4 

Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa 

yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan 

diberdayakan 

189 189 816 2945 3006 

5 

Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan 

lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif 

dan pemberdayaan 

100% 100% 95,24 99,08 99,18% 
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Tabel 2.10 

Data Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Tahun 2020-2024 

 

 

NO 
Uraian 

Data Kinerja  Tahun  

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kampung yang baik 98,36% 98,36% 98,36% 97,50% 98,36% 

2 
Rata-rata jumlah kelompok  binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

(LPM) 
100% 100% 100% 100% 100% 

3 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 100% 100% 100% 100% 100% 

4 Persentase LSM aktif 7,38 n/a n/a n/a n/a 

5 Persentase LPM Berprestasi 7,38% 9,84% 12,30% 14,75% 17,21% 

6 Persentase PKK aktif 100% 100% 100% 100% 100% 

7 Persentase Posyandu aktif 100% 100% 100% 100% 100% 

8 Swadaya masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat 100% 100% 100% 100% 100% 

9 Pemeliharaan pasca program pemberdayaan msayarakat 100% 100% 100% 100% 100% 
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Selain itu berikut ditampilkan beberapa dukungan data yang merupakan data-data yang diolah sebagai 

capian kinerja maupun data kebutuhan organisasi. 

 

Tabel 2.11. Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM)  

Tahun 2020 s/d 2024 di Kabupaten Siak 

 

 

NO  KLASIFIKASI IDM    2020  2021  2022  2023  2024 

1  MANDIRI    6  21  24  109  122 

2  MAJU    35  47  54  9  0 

3  BERKEMBANG    81  54  44  4  0 

4  TERTINGGAL    0  0  0  0  0 

5  SANGAT TETINGGAL    0  0  0  0  0 

  JUMLAH    122  122  122  122  122 

Sumber: Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Kampung Tahun 2024 

 

Berdasarkan Tabel diatas, perkembangan IDM dari tahun 2020 sd 2024 terdapat 3 klasifikasi yang 

mengalami peningkatan signifikan yaitu Mandiri, Maju dan berkembang, pada awal 2020 Kampung Mandiri 

masih 6 kampung dan menjadi 109 pada tahun 2023 dan 122 pada tahun 2024, kampung maju 35 pada tahun 

2020 dan menjadi 9 kampung pada tahun 2023 dan 122 (100%) kampung sudah menjadi klasifikasi mandiri 

pada tahun 2024  dan kampung berkembang 81 kampung pada tahun 2020 dan menjadi 4 kampung pada 

tahun 2023 dan 122 (100%) kampung sudah menjadi klasifikasi mandiri pada tahun 2024. 

 BUM Kampung yang merupakan salah satu lembaga di Kampung yang memiliki fungsi pengembangan 

ekonomi perkampungan dan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui BUM Kampung, setiap tahunnya 

mengalami peningkatan status BUM Kampung sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel  2.12.  Perkembangan Klasifikasi 

BUM Kampung  Tahun 2020  s/d 2024  di Kabupaten Siak 

 
 
 

No 

 
 

Kecamatan/Kampung 

Klasifikasi BUM Kampung 

Dasar/perintis Tumbuh/pemula Berkembang Maju 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

I SIAK                     

1 Langkai       1      1 1     1 1 

2 Tumang        1    1  1      1 

3 Merempan Hulu       1      1 1 1      

4 Rawang Air Putih   1 

 

        1   1      

5 Suak Lanjut       1      1 1 1      

6 Buantan Besar        1    1  1 1      

II SUNGAI APIT                     

1 Teluk Lanus  1           1      1 1 

2 Tanjung Kuras       1  1 1   1        

3 Parit I/II       1      1      1 1 

4 Teluk Mesjid       1 1      1      1 

5 Sungai kayu Ara                 1 1 1 1 

6 Lalang  1  1 1        1        

7 Mengkapan            1      1 1 1 

8 Sungai Rawa            1 1      1 1 

9 Penyengat            1 1      1 1 

10 Teluk Batil  1  1 1        1        

11 Bunsur  1           1 1      1 

12 Harapan            1      1 1 1 

13 Kayu Ara Permai            1      1 1 1 

14 Rawa Mekar Jaya            1 1      1 1 

III MINAS                     

1 Minas Timur  1  1 1        1        

2 Minas Barat       1      1  1    1  

3 Mandiangin               1  1 1 1  

4 Rantau Bertuah                 1 1

0 

1 1 
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IV TUALANG                     

1 Tualang       1           1 1 1 

2 Pinang Sebatang     1  1  1         1   

3 Maredan            1      1 1 1 

4 Pinang Sebatang Timur  1 1  1   1             

5 Pinang Sebatang Barat       1           1 1 1 

6 Maredan Barat  1           1      1 1 

7 Perawang Barat             1    1  1 1 

8 Tualang Timur  1 1 1 1   1             

V SUNGAI MANDAU                     

1 Muara Kelantan  1      1 1      1      

2 Teluk Lancang  1  1 1   1             

3 Sungai Selodang  1  1    1  1           

4 Olak    1 1       1 1        

5 Lubuk Jering  1   1   1 1            

6 Muara Bungkal    1 1  1 1             

7 Lubuk Umbut  1 1 1 1                

8 Bencah Umbai  1 1 1 1                

9 Tasik Betung  1 1 1 1                

VI DAYUN                     

1 Dayun                 1 1 1 1 

2 Banjar Seminai                 1 1 1 1 

3 Teluk Merbau         1 1   1    1    

4 Merangkai                 1 1 1 1 

5 Lubuk Tilan         1 1       1 1   

6 Berumbung baru                 1 1 1 1 

7 Pangkalan Makmur    1 1  1      1        

8 Buana makmur            1 1 1      1 

9 Suka Mulya  1   1         

 

       

10 Sawit Permai         1 1       1 1   

11 Sialang sakti  1  1 1        1     

 

 

1 

 

 

   

VII KERINCI KANAN                     

1 Kerinci Kanan     1   1 1   1         
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2 Kerinci Kiri         1 1   1    1    

3 Buana Bhakti                 1 1 1 1 

4 Bukit Harapan     1  1  1    1        

5 Kumbara Utama       1 1 1 1           

6 Bukit Agung    1 1  1      1        

7 Simpang Perak Jaya       1  1 1        1   

8 Buatan Baru                 1 1 1 1 

9 Gabung Makmur         1 1       1 1   

10 Jati Mulya       1           1 1 1 

11 Seminai                 1 1 1 1 

12 Delima Jaya       1        1   1 1  

VIII BUNGARAYA                     

1 Bungaraya            1 1      1 1 

2 Jati Baru       1      1 1      1 

3 Jaya Pura            1 1      1 1 

4 Kemuning Muda       1      1      1 1 

5 Buatan Lestari            1 1      1 1 

6 Tuah Indrapura            1      1 1 1 

7 Langsat Permai                 1 1 1 1 

8 Temusai       1           1 1 1 

9 Dayang Suri                 1 1 1 1 

10 Suak Merambai  1           1       1 

IX KOTO GASIB                     

1 Pangkalan Pisang            1      1 1 1 

2 Kuala Gasib    1 1   1    1         

3 Teluk Rimba       1      1      1 1 

4 Buatan I       1      1 1 1      

5 Buatan II  1 1  1                

6 Sengkemang       1 1      1 1      

7 Rantau Panjang       1           1 1 1 

8 Empang Pandan         1 1  1      1   

9 Keranji Guguh       1 1       1    1  

10 Sri Gemilang  1  1 1   1             
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11 Tasik seminai  1      1       1    1  

X KANDIS                     

3 Belutu       1           1 1 1 

4 Kandis            1 1 1      1 

5 Sam-sam               1  1 1 1  

6 Bekalar     1    1   1 1        

7 Jambai Makmur    1 1  1      1        

8 Sungai Gondang  1 1 

 

 1                

9 Pencing Bekulo                 1 1 1 1 

10 Libo Jaya  1   1   1             

XI LUBUK DALAM                     

1 Lubuk dalam  1                1 1 1 

2 Rawang Kao  1      1       1    1  

3 Sri Gading     1   1 1   1         

4 Sialang Baru            1      1 1 1 

5 Sialang Palas                 1 1 1 1 

6 Empang Baru            1      1 1 1 

7 Rawang Kao Barat        1 1   1   1      

XII SABAK AUH                     

1 Bandar Sungai                 1 1 1 1 

2 Rempak            1 1      1 1 

3 Belading            1      1 1 1 

4 Sungai Tengah                 1 1 1 1 

5 Laksamana                 1 1 1 1 

6 Sabak Permai                 1 1 1 1 

7 Bandar Pedada                 1 1 1 1 

8 Selat Guntung            1 1      1 1 

XIII MEMPURA 

 

                    

1 Kota Ringin       1        1   1

0

1 

1  

2 Paluh       1        1   1 1  

3 Benteng Hilir  1 1  1                

4 Benteng Hulu  1      1      1 1      

5 Kampung Tengah       1      1 1 1      
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6 Merempan Hilir       1      1      1 1 

7 Teluk Merempan     1  1 1             

XIV PUSAKO                     

1 Sungai Berbari        1 1      1  1  1  

2 Sungai Limau       1 1      1 1      

3 Dosan  1        1   1        

4 Benayah     1   1 1   1         

5 Pebadaran     1  1  1    1        

6 Dusun Pusaka  1   1    1    1        

7 Perincit            1      1 1 1 

TOTAL  29 

 

8 17 32  35 26

+ 

21 11  31 42 14 22  27 46 

 

60 

 

57 

 

 

Berdasarkan tabel diatas terlihat penambahan jumlah BUM Kampung Maju 27 BUM Kampung dibandingkan tahun 2020, dimana pada tahun 2022 

terdapat 46 BUM Kampung Maju manjadi 60 BUM Kampung Maju di tahun 2023 dan 57 BUM Kampung Maju di 2024. BUM Kampung Dasar/perintis 

cenderung berkurang dimana pada tahun 2021 masih 29 BUM Kampung menjadi 32 BUM Kampung pada 2024, sedangkan untuk rata-rata BUM 

Kampung terbanyak yaitu BUM Kampung dengan klasifikasi Dasar/perintis dengan jumlah 32 BUM Kampung di Tahun 2024. Selanjutnya sebagaimana 

amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dapat diklasifikasikan berdasarkan 

kategori Desa dan Kelurahan cepat berkembang, berkembang dan kurang berkembang sebagaimana tabel berikut : 

 

Tabel 2.13. Klasifikasi Kampung Tahun 2020 - 2024 berdasarkan EPDESKEL 

 

NO 
KECAMATAN/ 

KAMPUNG 

KAMPUNG 

CEPAT BERKEMBANG BERKEMBANG KURANG BERKEMBANG 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

I SIAK                               

1 Langkai   1   1 1     1               

2 Tumang       1 1     1               

3 Merempan Hulu     1 1 1                     

4 Rawang Air Putih   1 1 1 1                     
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5 Suak Lanjut     1 1 1                     

6 Buantan Besar         1     1 1             

II SUNGAI APIT                               

1 Teluk Lanus         1 1   1 1             

2 Tanjung Kuras 1     1 1   1 1               

3 Parit I/II 1 1 1 1 1                     

4 Teluk Mesjid 1     1       1   1           

5 Sungai kayu Ara       1 1   1 1               

6 Lalang         1     1 1             

7 Mengkapan     1 1 1 1                   

8 Sungai Rawa     1 1 1 1 1                 

9 Penyengat 1 1 1 1 1                     

10 Teluk Batil       1 1 1 1 1               

11 Bunsur     1 1 1                     

12 Harapan     1 1 1   1                 

13 Kayu Ara Permai   1 1 1 1                     

14 Rawa Mekar Jaya   1 1 1 1 1                   

III MINAS                               

1 Minas Timur     1 1 1                     

2 Minas Barat   1 1 1 1                     

3 Mandiangin     1 1 1                     

4 Rantau Bertuah   1 1 1 1                     

IV TUALANG                               

1 Tualang       1 1     1               

2 Pinang Sebatang   1 1 1 1                     

3 Maredan         1   1   1   1   1     

4 
Pinang Sebatang 

Timur 
  1 1 1 1                     

5 
Pinang Sebatang 

Barat 
      1 1   1 1               

6 Maredan Barat   1 1 1 1                    

7 Perawang Barat   1 1 1 1                     
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8 Tualang Timur     1 1 1                     

V SUNGAI MANDAU                               

1 Muara Kelantan 1 1 1 1 1                     

2 Teluk Lancang       1 1                     

3 Sungai Selodang     1 1 1             1       

4 Olak   1 1 1 1                     

5 Lubuk Jering     1   1       1             

6 Muara Bungkal         1 1 1 1 1             

7 Lubuk Umbut         1     1 1             

8 Bencah Umbai         1   1 1 1             

9 Tasik Betung     1   1 1 1   1             

VI DAYUN                               

1 Dayun   1 1 1 1                     

2 Banjar Seminai     1 1 1                     

3 Teluk Merbau 1 1 1 1 1                     

4 Merangkai   1 1 1 1                     

5 Lubuk Tilan 1     1 1   1 1               

6 Berumbung baru   1 1 1 1                     

7 Pangkalan Makmur     1 1 1                     

8 Buana makmur   1 1 1 1                     

9 Suka Mulya     1 1 1                     

10 Sawit Permai 1 1   1 1     1               

11 Sialang sakti 1 1 1 1 1                     

VII KERINCI KANAN                               

1 Kerinci Kanan   1 1 1 1   1                 

2 Kerinci Kiri     1 1 1                     

3 Buana Bhakti     1 1 1                     

4 Bukit Harapan   1 1 1 1                     

5 Kumbara Utama     1 1 1                     

6 Bukit Agung       1 1   1 1               

7 Simpang Perak Jaya     1 1 1   1                 
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8 Buatan Baru   1 1 1 1                     

9 Gabung Makmur     1 1 1   1                 

10 Jati Mulya   1 1 1 1                     

11 Seminai   1 1 1 1                     

12 Delima Jaya   1 1 1 1                     

VIII BUNGARAYA                               

1 Bungaraya     1 1 1   1                 

2 Jati Baru   1 1 1 1                     

3 Jayapura   1 1 1 1                     

4 Kemuning Muda     1 1 1                     

5 Buatan Lestari     1 1 1                     

6 Tuah Indrapura       1 1                     

7 Langsat Permai   1 1 1 1                     

8 Temusai     1 1 1             1       

9 Dayang Suri   1 1   1       1             

10 Suak Merambai   1 1 1 1                     

IX KOTO GASIB                               

1 Pangkalan Pisang         1 1 1 1 1             

2 Kuala Gasib   1 1 1 1 1                   

3 Teluk Rimba     1 1 1   1                 

4 Buatan I     1 1 1                     

5 Buatan II   1 1 1 1                     

6 Sengkemang   1 1 1 1                     

7 Rantau Panjang   1 1 1 1                     

8 Empang Pandan 1 1 1 1 1                     

9 Keranji Guguh   1 1 1 1 1                   

10 Sri Gemilang 1 1 1 1 1                     

11 Tasik seminai   1 1 1 1                     

X KANDIS                               

1 Belutu   1 1 1 1                     

2 Kandis       1 1   1 1               
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3 Sam-sam     1 1 1   1                 

4 Bekalar       1 1     1       1       

5 Jambai Makmur         1     1 1             

6 Sungai Gondang     1 1           1   1       

7 Pencing Bekulo   1 1 1 1                     

8 Libo Jaya     1 1 1   1                 

XI LUBUK DALAM                               

1 Lubuk dalam     1 1 1   1                 

2 Rawang Kao     1 1 1                     

3 Sri Gading   1 1 1 1                     

4 Sialang Baru       1 1   1 1               

5 Sialang Palas       1 1 1 1 1               

6 Empang Baru   1 1 1 1                     

7 Rawang Kao Barat   1 1 1 1                     

XII SABAK AUH                               

1 Bandar Sungai     1 1 1                     

2 Rempak       1 1                     

3 Belading     1 1   1 1     1           

4 Sungai Tengah     1   1       1             

5 Laksamana 1       1   1 1 1             

6 Sabak Permai   1 1 1 1                     

7 Bandar Pedada     1 1 1   1                 

8 Selat Guntung   1 1 1 1                     

XIII MEMPURA                               

1 Kota Ringin     1 1 1                     

2 Paluh 1   1 1 1   1                 

3 Benteng Hilir       1 1                     

4 Benteng Hulu   1 1 1 1                     

5 Kampung Tengah   1     1     1 1             

6 Merempan Hilir     1 1 1           1 1       

7 Teluk Merempan         1       1             



 

Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Tahun 2025-2029                      36 

 

  

XIV PUSAKO                               

1 Sungai Berbari       1 1     1               

2 Sungai Limau       1 1     1               

3 Dosan   1 1 1 1                     

4 Benayah     1 1 1                     

5 Pebadaran   1 1 1 1                     

6 Dusun Pusaka   1   1 1   1 1               

7 Perincit         1 1   1 1             

TOTAL 13 52 87 105 119 13 29 29 17 3 2 5 1 0 0 

 

Tabel 2.14. Klasifikasi Kelurahan Tahun 2020-2024 berdasarkan EPDESKEL 

NO 
KECAMATAN/ 
KELURAHAN 

KELURAHAN 

CEPAT BERKEMBANG BERKEMBANG KURANG BERKEMBANG 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

I SIAK                               

1 Kampung Dalam                               

2 Kampung Rempak       1           1           

II SUNGAI APIT                               

1 Sungai Apit 1 1 1 1 1                     

III MINAS                               

1 Minas Jaya   1 1 1 1                     

IV TUALANG                               

1 Perawang   1   1 1     1               

V KANDIS                               

1 Simpang Belutu         1 1 1 1 1             

2 Telaga Sam-sam         1     1 1             

3 Kandis Kota       1 1                     

VI MEMPURA                               

1 Sungai Mempura                               

TOTAL 1 3 2 5 6 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 
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Berdasarkan tabel diatas, pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung juga ada pembinaan 

kelurahan dalam bentuk pemeringkatan klasifikasi berdasarkan Evaluasi Perkembangan Kelurahan, dimana 

dari 9 Kelurahan yang ada hanya 5 kelurahan yang bersatatus kelurahan cepat berkembang ditahun 2023 

menjadi 6 kelurahan cepat berkembang pada tahun 2024, ditahun 2023 terdapat 2 kelurahan status kelurahan 

berkembang menjadi 1 kelurahan berkembang pada tahun 2024 .  

Tabel 2.15. 

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung tahun 2024 

 

NO 
KECAMATAN/KAMPUNG 

DAN KELURAHAN 

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN / KAMPUNG 

RT RK LPM PKK POSYANDU 
KARANG 

TARUNA 
LAK 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 SIAK 106 30 8 8 26 7 1 

  Kel. Kampung Dalam 22 6 1 1 5 0 0 

  Kel. Kampung Rempak 22 4 1 1 4 1 1 

  Langkai 11 4 1 1 5 1 0 

  Tumang 15 3 1 1 3 1 0 

  Merempan Hulu 10 3 1 1 2 1 0 

  Rawang Air Putih 7 3 1 1 2 1 0 

  Suak Lanjut 8 2 1 1 2 1 0 

  Buantan Besar 11 5 1 1 3 1 0 

2 SUNGAI APIT 201 82 15 15 47 15 2 

  Kel. Sungai Apit 21 7 1 1 9 1 0 

  Teluk Lanus 12 4 1 1 3 1 0 

  Tanjung Kuras 14 3 1 1 3 1 0 

  Parit I/II 12 6 1 1 3 1 1 

  Teluk Mesjid 21 10 1 1 4 1 0 

  Sungai kayu Ara 13 6 1 1 3 1 0 

  Lalang 12 6 1 1 3 1 0 

  Mengkapan 15 6 1 1 2 1 0 

  Sungai Rawa 12 3 1 1 2 1 0 

  Penyengat 14 5 1 1 3 1 1 

  Harapan 13 6 1 1 3 1 0 

  Teluk Batil 12 5 1 1 3 1 0 
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  Bunsur 8 4 1 1 2 1 0 

  Kayu Ara Permai 12 6 1 1 2 1 0 

  Rawa Mekar Jaya 10 5 1 1 2 1 0 

3 MINAS 142 39 5 5 26 5 1 

  Kel. Minas Jaya 59 13 1 1 12 1 0 

  Minas Timur 24 8 1 1 3 1 1 

  Minas Barat 27 8 1 1 7 1 0 

  Mandi Angin 20 6 1 1 3 1 0 

  Rantau Bertuah 12 4 1 1 1 1 0 

4 KANDIS 290 98 11 11 57 8 0 

  Kel. Telaga Sam-sam 20 8 1 1 5 0 0 

  Kel. Kandis Kota 44 14 1 1 7 0 0 

  Kel. Simpang Belutu 32 8 1 1 4 0 0 

  Belutu 35 10 1 1 7 1 0 

  Kandis 27 9 1 1 5 1 0 

  Sam-sam 40 16 1 1 8 1 0 

  Pencing Bekulo 12 4 1 1 3 1 0 

  Sungai Gondang 11 4 1 1 2 1 0 

  Jambai Makmur 22 6 1 1 4 1 0 

  Bekalar 21 8 1 1 7 1 0 

  Libo Jaya 26 11 1 1 5 1 0 

5 LUBUK DALAM 113 30 7 7 26 7 1 

  Lubuk dalam 20 5 1 1 12 1 0 

  Rawang Kao 15 3 1 1 2 1 0 

  Sri Gading 18 6 1 1 4 1 0 

  Sialang Baru 21 6 1 1 3 1 0 

  Sialang Palas 16 4 1 1 2 1 0 

  Empang Baru 15 4 1 1 2 1 0 

  Rawang Kao Barat 8 2 1 1 1 1 1 

6 KERINCI KANAN 183 63 12 12 28 12 2 

  Kerinci Kanan 18 6 1 1 4 1 1 
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  Kerinci Kiri 18 5 1 1 2 1 1 

  Buana Bhakti 14 6 1 1 3 1 0 

  Bukit Harapan 12 6 1 1 3 1 0 

  Kumbara Utama 12 4 1 1 2 1 0 

  Bukit Agung 14 4 1 1 3 1 0 

  Delima jaya 12 4 1 1 2 1 0 

  Simpang Perak Jaya 21 7 1 1 3 1 0 

  Buatan Baru 15 4 1 1 1 1 0 

  Gabung Makmur 12 4 1 1 1 1 0 

  Jati Mulya 13 4 1 1 1 1 0 

  Seminai 22 9 1 1 3 1 0 

7 KOTO GASIB 151 49 11 11 41 11 8 

  Pangkalan Pisang 24 5 1 1 15 1 1 

  Kuala Gasib 16 6 1 1 4 1 1 

  Teluk Rimba 4 2 1 1 2 1 0 

  Buatan I 11 6 1 1 3 1 1 

  Buatan II 21 6 1 1 3 1 1 

  Sengkemang 8 3 1 1 2 1 1 

  Rantau Panjang 12 3 1 1 3 1 1 

  Empang Pandan 20 6 1 1 3 1 1 

  Keranji Guguh 18 6 1 1 2 1 0 

  Sri Gemilang 6 2 1 1 2 1 1 

  Tasik seminai 11 4 1 1 2 1 0 

8 TUALANG 358 63 9 9 65 9 2 

  Kel. Perawang 91 8 1 1 15 1   

  Tualang 68 9 1 1 12 1   

  Pinang Sebatang 19 5 1 1 3 1 1 

  Maredan 22 7 1 1 7 1   

  Pinang Sebatang Timur 23 6 1 1 4 1   

  Pinang Sebatang Barat 19 6 1 1 4 1 1 

  Maredan Barat 12 4 1 1 2 1   
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  Perawang Barat 84 11 1 1 14 1   

  Tualang Timur 20 7 1 1 4 1   

9 SUNGAI MANDAU 66 30 9 9 19 9 2 

  Muara Kelantan 10 5 1 1 3 1 1 

  Teluk Lancang 2 1 1 1 1 1 0 

  Sungai Selodang 15 6 1 1 2 1 0 

  Olak 8 4 1 1 2 1 0 

  Lubuk Jering 7 3 1 1 3 1 1 

  Muara Bungkal 6 3 1 1 3 1 0 

  Lubuk Umbut 8 4 1 1 1 1 0 

  Bencah Umbai 5 1 1 1 1 1 0 

  Tasik Betung 5 3 1 1 3 1 0 

10 DAYUN 196 64 11 11 33 11 0 

  Dayun 24 8 1 1 4 1 0 

  Banjar Seminai 22 7 1 1 4 1 0 

  Teluk Merbau 19 6 1 1 2 1 0 

  Merangkai 14 4 1 1 1 1 0 

  Lubuk Tilan 15 5 1 1 3 1 0 

  Berumbung baru 21 7 1 1 4 1 0 

  Pangkalan Makmur 16 5 1 1 4 1 0 

  Buana makmur 15 4 1 1 1 1 0 

  Suka Mulya 14 4 1 1 1 1 0 

  Sawit Permai 16 8 1 1 6 1 0 

  Sialang sakti 20 6 1 1 3 1 0 

11 BUNGARAYA 153 60 10 10 30 10 1 

  Bungaraya 18 7 1 1 4 1 0 

  Jati Baru 28 8 1 1 5 1 0 

  Jaya Pura 18 7 1 1 3 1 1 

  Kemuning Muda 16 6 1 1 3 1 0 

  Buatan Lestari 14 6 1 1 3 1 0 

  Tuah Indrapura 18 6 1 1 3 1 0 
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  Langsat Permai 15 7 1 1 3 1 0 

  Suak Merambai 4 2 1 1 2 1 0 

  Temusai 14 7 1 1 2 1 0 

  Dayang Suri 8 4 1 1 2 1 0 

12 MEMPURA 78 27 8 8 21 8 4 

  Kel. Sungai Mempura 18 5 1 1 5 1 0 

  Kota Ringin 7 4 1 1 2 1 0 

  Paluh 8 3 1 1 2 1 0 

  Benteng Hilir 11 4 1 1 2 1 0 

  Benteng Hulu 14 4 1 1 3 1 1 

  Kampung Tengah 3 1 1 1 1 1 1 

  Merempan Hilir 11 4 1 1 4 1 1 

  Teluk Merempan 6 2 1 1 2 1 1 

13 SABAK AUH 94 44 8 8 13 8 1 

  Bandar Sungai 12 6 1 1 1 1 0 

  Rempak 15 6 1 1 2 1 0 

  Laksamana 11 5 1 1 2 1 0 

  Belading 8 6 1 1 1 1 0 

  Sungai Tengah 17 7 1 1 3 1 1 

  Selat Guntung 11 4 1 1 1 1 0 

  Sabak Permai 12 6 1 1 2 1 0 

  Bandar Pedada 8 4 1 1 1 1 0 

14 PUSAKO 44 21 7 7 11 7 4 

  Sungai Berbari 4 2 1 1 2 1 1 

  Dosan 6 3 1 1 2 1 1 

  Sungai Limau 7 2 1 1 2 1 1 

  Dusun Pusaka 9 5 1 1 1 1 1 

  Pebadaran 6 2 1 1 1 1 0 

  Benayah 6 4 1 1 2 1 0 

  Perincit 6 3 1 1 1 1 0 

Jumlah   2175 700 131 131 443 127 29 
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Dari tabel diatas diketahui bahwa yang termasuk lembaga kemasyarakatan kampung terdiri dari Rukun 

Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan dan 

Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU), Karang Taruna dan Lembaga Adat 

Kampung (LAK), dari data diatas jumlah LKK sangat banyak dan hampir 131 Kampung dan Kelurahan telah 

membentuk LKK. Yang menjadi persolan yang mendasar adalah terkait peningkatan kapasitas pengurus 

LKK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

 

2.4.  Kelompok sasaran pelayanan Perangkat Daerah 

Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan 

masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta 

memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai 

dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kampung. Sehubungan hal diatas Kelompok Sasaran 

Layanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung antara 

lain sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kecamatan;  

2. Pemerintah Kampung yang terdiri dari Penghulu Kampung beserta perangkat Kampung; 

3. Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM); 

4. Lembaga Kemasyarakatan Kampung (LKK) yang terdiri dari : 

- Rukun Tetangga (RT), 

- Rukun Warga (RW), 

- Pemberdayaan Kesejateraan Keluarga (PKK), 

- Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), 

- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan 

- Karang Taruna. 

5. Lembaga Adat Kampung (LAK) 

6. Kerjasama Antar Kampung atau Badan Kerjasama Antar Kampung (BKAK) 

7. Badan Usaha Milik Kampung (BUM Kampung) / Badan Usaha Milik Kampung Bersama (BUM Kampung 

Bersama) 

 

2.5.   Identifikasi Permasalahan 

Permasalahan pembangunan daerah merupakan gap expectation antara kinerja pembangunan yang 

dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan 

kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul 

dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang 

tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. 
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Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. 

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakatdan Kampung dalam merumuskan 

sasaran dan kebijakan startegi tentunya bermula dari permasalahan dan isu-isu strategis sehingga arah 

kebijakan dan program kegiatan yang dilaksanakan berjalan efektif dan menjawab persoalan yang ada. 

Berikut hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kampung sebagaimana tergambar dalam tabel berikut: 

 

Tabel  2.16 

Pemetaan Identifikasi Permasalahan Perangkat Daerah 

 

NO Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

1 Belum optimalnya 

penyelenggaraan 

pemerintahan dan 

pelayanan publik di 

kampung 

1.1. Masih rendahnya 

sumber daya aparatur 

pemerintah kampung 

dalam 

penyelenggaraan 

pemerintahan dan 

pelayanan publik di 

kampung 

1.1.1. Belum optimalnya peningkatan kapasitas 

penyelenggaraan bagi aparatur pemerintahan 

kampung  

1.1.2. Masih ada pergantian aparatur kampung yang tidak 

sesuai dengan ketentuan 

 

1.2.Belum optimal 

sinergitas dan 

kolaborasi 

pemerintah 

kabupaten dan 

kecamatan dalam 

pembinaan 

administrasi 

pemerintahan 

kampung 

1.2.1. Belum optimalnya koordinasi antara pemerintah 

kabupaten, Kecamatan dan Kampung dalam 

pembinaan administrasi pemerintahan kampung. 

1.2.2. Belum optimalnya koordinasi antara pemerintah 

kabupaten, Kecamatan dan Kampung dalam 

pembinaan administrasi keuangan dan aset kampung. 

 

 

2 Belum optimalnya 

peran BUM 

Kampung /BUM 

Kampung  

2.1.Belum optimalnya 

pengembangan BUM 

Kampung /BUM 

Kampung Bersama. 

2.1.1 Masih perlu peningkatan kapasitas pengurus BUM 

Kampung/BUM Kampung Bersama.  

2.1.2 Masih perlunya Modal Usaha BUM Kampung/BUM 

Kampung Bersama  
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Bersama dalam 

menggerakkan 

perekonomian di 

kampung. 

2.1.3 Perlunya peningkatan kerja sama antar BUM 

Kampung /BUM Kampung Bersama maupun pihak 

ketiga 

2.2.Belum terbangunnya 

sinergitas dan 

kolaborasi para pihak 

dalam pembinaan 

BUM Kampung 

/BUM Kampung 

Bersama 

2.2.1 Masih kurangnya pemahaman pemerintah kampung 

tentang peran penting BUM Kampung /BUM 

Kampung Bersama sebagai penggerak perekonomian 

di perkampungan 

2.2.2 Masih perlunya pembinaan dan pendampingan oleh 

pemerintah kabupaten 

3 Belum optimalnya 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi Lembaga 

Kemasyarakatan 

Kampung 

(LKK)/Lembaga 

Adat Kampung 

(LAK) untuk 

menggerakkan 

pertisipasi 

masyarakat dalam 

pembangunan 

kampung 

/kelurahan. 

3.1.Kapasitas 

kelembagaan 

LKK/LAK yang 

masih terbatas 

3.1.1 Kurangnya pemahaman pengurus LKK/LAK tentang 

tugas dan fungsinya 

3.2.Pergantian pengurus 

LKK/LAK yang 

belum sesuai dengan 

ketentuan 

3.2.1. Masih kurangnya pemahaman pemerintahan 

kampung dalam memberdayakan peran dan fungsi 

LKK/LAK 

 

Dari tabel diatas terlihat bahwa, 3 (tiga) permasalahan pokok yang dihadapi oleh Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, 1 (satu) 

diantaranya permasalahan pokok yang berkaitan dengan bidang pemerintahan, keuangan dan aset kampung 

dan 2 (dua) adalah permasalahan pokok yang berkaitan dengan bidang pemberdayaan masyarakat dan 

usaha ekonomi kampung. 

Berdasarkan hasil analisis melalui pendekatan tugas pokok dan fungsi PD, permasalahan pokok 

tersebut diatas adalah variabel positif yang mengakibatkan belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan, 

usaha ekonomi kampung dan penyelenggaraaan pemerintahan kampung, walaupun tidak ada lagi kampung 
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tertinggal dan kampung sangat tertinggal, serta data evaluasi perkembangan kampung. Tiga variabel 

permasalahan pokok diatas diatas adalah variabel pokok yang bisa diintervensi melalui tugas pokok dan 

fungsi PD, sedangkan permasalahan dan dimensi lainya akan berintegrasi dengan PD sektoral dan pihak 

terkait lainnya. 

 

2.6.   Isu Strategis 

Dalam Upaya Penentuan isu-isu Strategis dalam Lingkup Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak. Untuk melaksanakan urusan dibidang Pemberdayaan 

Masyarakat dan Kampung merupakan upaya untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Siak, perlu 

dikedepankan kerangka berpikir yang dapat menentukan isu-isu Strategis yang ada sebagai berikut: 

1. Penguatan BUM Kampung/ BUM Kampung Bersama dalam mengkonsolidasikan dan menggerakkan 

perekonomian Kampung dan masyarakat kampung. 

2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan pelayanan publik di Kampung  

3. Belum optimalnya tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Kampung (LKK)/Lembaga Adat 

Kampung (LAK) dalam menggerakkan Pembangunan dan partisipasi masyarakat kampung dan 

kelurahan 

4. Belum terpenuhinya pemberian jaminan ketenagakerjaan bagi Lembaga Kemasyarakatan Kampung 

(LKK)/Lembaga Adat Kampung (LAK) 

Dari berbagai isu-isu strategis diatas, baik urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dapat 

diambil suatu analisis Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kabupaten Siak sebagai berikut : 

 

Tabel 2.17. Isu-isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung 

 

NO ISU-ISU STRATEGIS HASIL PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS 

1 2 3 

1 Penguatan BUM 

Kampung/ BUM 

Kampung Bersama 

dalam 

mengkonsolidasikan dan 

menggerakkan 

perekonomian Kampung 

Dengan mengoptimalkan BUM Kampung/ BUM Kampung Bersama akan 

memperoleh hasil yang diharapkan seperti :  

- Meningkatkan sumber daya pengelola BUM Kampung/ BUM Kampung 

Bersama 

- Meningkatkan perekonomian Kampung 

- Mengoptimalkan pemanfaatan aset Kampung  

- Mengelola potensi ekonomi kampung dalam meningkatkan usaha masyarakat 



 

Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Tahun 2025-2029                      46 

 

  

dan masyarakat 

kampung. 

- Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar BUM Kampung/ BUM 

Kampung Bersama maupun pihak ketiga  

- Meningkatkan pendapatan masyarakat Kampung dan Pendapatan Asli 

Kampung 

2 Belum optimalnya 

penyelenggaraan 

pemerintahan Kampung 

dan pelayanan publik di 

Kampung 

Dengan optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kampung, keuangan dan aset 

kampung maka pelayanan kepada masyarakat akan terpenuhi dengan baik 

3 Belum optimalnya tugas 

dan fungsi Lembaga 

Kemasyarakatan 

Kampung 

(LKK)/Lembaga Adat 

Kampung (LAK) dalam 

menggerakkan 

Pembangunan dan 

partisipasi masyarakat 

kampung dan kelurahan 

Meningkatnya tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Kampung 

(LKK)/Lembaga Adat Kampung (LAK) akan menghasilkan hal sebagai 

berikut : 

- Lebih mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan, menampung aspirasi 

dan percepatan pelayanan kepada masyarakat 

- Memberikan pedoman bagi anggota masyarakat, bagaimana mereka harus 

bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam 

masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan.  

- Menjaga keutuhan masyarakat. 

- Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem 

pengendalian sosial 

4 Belum terpenuhinya 

pemberian jaminan 

ketenagakerjaan bagi 

Lembaga 

Kemasyarakatan 

Kampung 

(LKK)/Lembaga Adat 

Kampung (LAK) 

- Meningkatnya motivasi kerja dan jaminan keselamatan kerja Lembaga 

Kemasyarakatan Kampung (LKK)/Lembaga Adat Kampung (LAK) 
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BAB III 

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

Penguatan Kampung di Kabupaten Siak masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan 

yang membutuhkan penyelesaian secara komprehensif sesuai dengan kapasitas dan sumber 

daya yang dimiliki. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung memiliki komitmen untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik dan fasilitasi penguatan kampung guna pemenuhan 

hak dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan yang inklusif dan 

berkelanjutan. Pendekatan inklusif dipilih guna memastikan terpenuhinya hak masyarakat baik 

kelompok rentan dan marginal, maupun masyarakat kampung untuk sejahtera. Sedangkan 

pendekatan pembangunan berkelanjutan guna memastikan bahwa kampung memiliki 

ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi/lingkungan yang mendukung terwujudnya kampung 

yang mandiri. 

Berdasarkan tantangan dan kebutuhan pembangunan tersebut, guna mendukung Visi 

Kabupaten Siak 2025-2029 : “Terwujudnya Siak Hebat, Bermartabat, Berkarakter 

Budaya Melayu dan Berdaya Saing Berbasis Ekologi” pada Misi ke-2, yaitu “ 

Memberdayakan generasi muda dan perempuan dalam kegiatan kewirausahaan dan industri 

kreatif, serta mendorang ekonomi inklusif dengan keterlibatan UMKM dan menciptakan 

seluasluasnya kesempatan berusaha” dengan tujuan yaitu “ Meningkatnya kesejahteraan dan 

keberdayaan masyarakat” mengemban sasaran dari misi yang kedua yaitu “ Meningkatnya 

keberdayaan masyarakat”. 

Dari penjabaran diatas, maka Dinas Pemberdayaan Masyaraka dan Kampung Kabupaten 

Siak berfokus pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut : 

 

3.1. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, 

misi, sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Siak Tahun 

2025-2029 dengan menjawab isu strategis aktual daerah dan permasalahan pembangunan 

daerah Kabupaten Siak. Sebelum menentukan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan 

Rencana Pembangunan Kabupaten Siak 2025-2029, perlu diketahui bahwa permasalahan dari 

aspek demografi Kabupaten Siak. 

Dalam rangka mencapai visi dan misi RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2025-2029, 

rumusan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak yaitu  “ 

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian Kampung”. Dengan 2 (dua) 
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indikator yaitu Indeks Desa (ID) dan Jumlah Bumdes Aktif Dan Beroperasi Secara Produktif 

untuk lebih jelasnya sebagaimana tabel di bawah ini. 

 

Tabel 3.1 

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak  

Taun 2025-2029 

 
 

No 
 

Tujuan 
 

Indikator 
Target 

kinerja 2025 2026 2027 2028 2029 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Meningkatnya 

pemberdayaan 

masyarakat dan 

kemandirian 

Kampung 

Indeks Desa (ID) 

(Indeks) 

85,00 86,46 87,92 89,38 90,84 

Jumlah Bumdes 

Aktif Dan 

Beroperasi 

Secara Produktif 

(Bumdes) 

68,18 68,39 68,61 68,82 69,03 

 

 Dari tabel diatas, bahwa 2 indikator untuk mencapai tujuan yaitu Indeks Desa  (ID) 

target kinerjanya mulai 85,00% pada tahun 2025, diharapkan tahun 2028 sudah tercapai 100% 

dan Jumlah BUM Kampung Aktif dan Beroperasi Secara Produktif dari tahun 2025 (68,18%) 

di harapkan setiap tahunnya ada peningkatan sampai dengan tahun 2029 (69,03%). 

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang merupakan hasil yang diharapkan 

dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan 

kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, 

relevant, time bound dan continously improve (SMART-C), oleh karena itu sasaran harus 

mempunyai indikator yang terukur dan dalam penetapan sasaran akan lebih mengarahkan 

pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya 

untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien. Ada terdapat 2 (dua) sasaran pada Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Tahun 2025-2029, yaitu:  

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kampung  

2. Meningkatnya kemandirian usaha dan keberdayaan kampung  

 

 Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025-2029, Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak mempunyai tugas untuk 

melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yaitu untuk mewujudkan  Tata 
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Kelola Pemerintahan Kampung yang efektif dan Efisien serta Memperkuat dan 

memberdayakan Badan Usaha Milik Kampung di Kabupaten Siak. Adapun tujuan dan sasaran 

strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel. 3.2 

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2029 

 

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN 

1 2 3 4 

Meningkatnya 

pemberdayaan 

masyarakat dan 

kemandirian 

Kampung 

1. Meningkatnya 

Akuntabilitas 

Kinerja 

Pemerintah 

Kampung 

1.1.Mendorong peningkatan 

kapasitas penyelenggara 

pemerintahan kampung 

1.2.Mendorong peningkatan  

Peran dan Fungsi 

Lembaga Kemasyarakatan 

Kampung Lembaga Adat 

dan masyarakat hukum 

adat  dalam 

Pembangunan kampung 

/kelurahan. 

1.3.Mendorong peningkatan 

pemahaman pemerintah 

kampung dalam 

memfungsikan peran 

LKK/LAK 

1.1.1 Peningkatan kapasitas 

aparatur pemerintahan 

kampung. 

1.1.2 Mendorong Peningkatan 

Peran dan Fungsi 

Lembaga 

Kemasyarakatan 

Kampung, Lembaga 

Adat dan masyarakat 

hukum adat dalam 

pembangunan kampung 

/kelurahan. 

1.1.3 Peningkatan fasilitasi 

pemerintah kampung 

dalam memfungsikan 

LKK/LAK. 

 

2. Meningkatnya 

kemandirian 

usaha dan 

keberdayaan 

kampung 

2.1.Meningkatkan sinergitas 

dan kolaborasi pemerintah 

kabupaten dan pemerintah 

kecamatan dalam 

pembinaan administrasi 

pemerintahan kampung 

2.2.Tersedianya pelayanan 

Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 

(SPBE)/ Smart Kampung  

2.2.1. Peningkatan fasilitasi dan 

koordinasi pemerintah 

kabupaten dan pemerintah 

kecamatan sesuai 

kewenangan masing 

masing. 

2.2.2. Tersedianya sarana 

prasarana pendukung 

pelayanan Sistem 

Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE)/ Smart 

Kampung 

2.3.Mengoptimalkan 

pengembangan 

kelembagaan BUM 

Kampung /BUM 

Kampung Bersama 

1.1.1. Peningkatan kapasitas 

pengelola dan tata kelola 

BUM Kampung / BUM 

Kampung Bersama 

 

4.1 Membangun sinergitas dan 

kolaborasi stakeholders 

dalam pembinaan BUM 

2.3.1. Peningkatan fasilitasi 

pendampingan dan 

pengembangan BUM 

Kampung / BUM 
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TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN 

1 2 3 4 

Kampung /BUM 

Kampung Bersama 

Kampung Bersama lintas 

sektor. 

  

Guna pencapaian sasaran indikator Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kampung Kabupaten Siak tahun 2025-2029, terdapat 2 (dua) tujuan dan 4 (empat) sasaran 

indicator. Untuk penycapaian indikator tersebut dukungan dari Kecamatan dan Kampung yang 

ada di Kabupaten Siak yang merupakan akumulasi dari pencapaian target indikator kecamatan 

dan kampung.  

Untuk mengetahui perhitungan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kampung Kabupaten Siak 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Formulasi perhitungan indikator tujuan dan sasaran 2025-2029 

 

NO 

 

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN FORMULASI PERHITUNGAN 

1 2 3 

I TUJUAN  

1 Indeks Desa (ID) Total Skor Dimensi (menjumlahkan total skor dari 

enam dimensi (layanan dasar, sosial, ekonomi, 

lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola)) 

lalu dibagi total skor maksimal (635) 

2 Jumlah BUM Kampung Aktif dan 

Beroperasi Secara Produktif 

Jumlah BUM Kampung Aktif dan Produktif 

Jumlah BUM Kampung Se Kabupaten Siak 

II SASARAN  

1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (AKIP) 

Nilai Predikat 

2 BUMDes yang memiliki unit usaha 

yang menghasilkan pendapatan dan 

barang/jasa secara berkelanjutan 

serta memberikan manfaat 

ekonomi bagi desa  

Jumlah BUMDes yang memiliki unit usaha yang 

menghasilkan pendapatan dan barang/jasa secara 

berkelanjutan serta memberikan manfaat ekonomi 

bagi desa 

3 Persentase Desa Mandiri Jumlah Kampung Mandiri 

Jumlah Kampung Se Kabupaten Siak 

 

 

X 100% 

X 100% 
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Tabel 3.3. 

Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun 2025-2029 

 
NSPK DAN 

SASARAN 

RPJMD 

YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN INDIKATOR 
BASELINE 

2024 

TARGET TAHUN 

KET 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 

2.13.0.00.0.00.04.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG 

Meningkatnya 

keberdayaan 

masyarakat 

Meningkatnya 

pemberdayaan 

masyarakat 

dan 

kemandirian 

Kampung 

  Indeks Desa 

(ID) (Indeks) 

85,61 85,00 86,46 87,92 89,38 90,84 92,30   

  Jumlah 

Bumdes Aktif 

Dan 

Beroperasi 

Secara 

Produktif 

(Bumdes) 

44,26 68,18 68,39 68,61 68,82 69,03 70,07   

Meningkatnya 

Akuntabilitas 

Kinerja 

Pemerintah 

Kampung 

Nilai 

Akuntabilitas 

Kinerja 

Instansi 

Pemerintah 

(AKIP) 

(Nilai) 

BB BB BB BB BB A A   

Meningkatnya 

kemandirian 

usaha dan 

keberdayaan 

kampung 

BUMDes 

yang memiliki 

unit usaha 

yang 

menghasilkan 

pendapatan 

dan 

barang/jasa 

secara 

berkelanjutan 

serta 

memberikan 

manfaat 

ekonomi bagi 

33 35 37 39 41 43 45   
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NSPK DAN 

SASARAN 

RPJMD 

YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN INDIKATOR 
BASELINE 

2024 

TARGET TAHUN 

KET 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 

desa 

(Bumdes) 

  Persentase 

Desa Mandiri 

(%) 

100 97,54 100 100 100 100 100   

 

 

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan 

 Dalam rangka mencapai target sasaran pembangunan dimaksud, maka ditetapkan 

sejumlah strategi dan arah kebijakan. Sasaran dan target pembangunan Rencana Strategis yang 

telah ditetapkan pada BAB sebelumnya menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun 

cara atau upaya untuk mencapai targetnya.  

 Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas 

pembangunan daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, yang ditujukan kepada 

semua stakeholder yang terlibat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 Sementara arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk 

menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat 

Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. 

 Selanjutnya Prioritas Pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah 

daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana 

Strategis. 

 Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kampung Kabupaten Siak tahun 2025-2029, perlu dilakukan perumusan strategi dan arah 

kebijakan untuk dapat di uraikan dan disingkronkan dalam rumusan program, kegiatan dan 

subkegiatan.  

 Adapun rumusan strategi dan arah kebijakan tersebut dituangkan dalam tabel 3.5. di 

bawah ini. 
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Tabel 3.4. 

Tujuan Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 

 

RPJMD KABUPATEN SIAK TAHUN 2025-2029 

VISI : 

“TERWUJUDNYA SIAK HEBAT, BERMARTABAT, BERKARAKTER BUDAYA 

MELAYU DAN BERDAYA SAING BERBASIS EKOLOGI” 

MISI KE 2 : Memberdayakan generasi muda dan perempuan dalam 

kegiatan kewirausahaan dan industri kreatif, serta 

mendorang ekonomi inklusif dengan keterlibatan UMKM 

dan menciptakan seluasluasnya kesempatan berusaha 

TUJUAN : Meningkatnya kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat 

SASARAN : Meningkatnya keberdayaanmasyarakat 

STRATEGI : Peningkatan tata kelola pemerintahan dengan prioritas 

peningkatan kapasitas SDM dan kesejahteraan perangkat 

kampung 

• Meingkatkan kapasitas dan profesionalisme SDM 

perangkat kampung 

• Meningkatkan kesejahteraan perangkat kampung agar 

lebih termotivasi dalam pelayanan public 

• Mewujudkan tata kelola pemerintahan kampung yang 

trasnparan, akuntabel, artisipatif dan efektif 

• Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat 

kampung 

Penguatan dan pemberdayaan BUM Kampung 

• Memperkuat kelembagaan dan tata Kelola BUM 

Kampung 

• Meningkatkan kapasitas SDM pengelola BUM Kampung 

• Memperluas Akses permodalan dan jaringan kemitraan 

usaha 

• Mendorong inovasi usaha BUM Kampung berbasis 

potensi local 

• Menjadikan BUM Kampung sebagai motor ekonomi 

kampung dan penopang pengentasan kemiskinan 
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PROGRAM 

PRIORITAS 

: Penguatan dan Pemberdayaan Badan Usaha Milik 

Kampung (BUMKAM) (Tagline: "BUM Kampung 

Unggul, Kampung Mandiri") 

Peningkatan Tatakelola Pemerintahan (Tagline: 

Transparan, Responsif, Berintegritas) 

 

 

 

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN 

MASYARAKATKABUPATEN SIAK TAHUN 2025-2029 

ISU STRATEGIS : 

1. PENGUATAN BUM KAMPUNG/ BUM KAMPUNG BERSAMA DALAM 

MENGKONSOLIDASIKAN DAN MENGGERAKKAN PEREKONOMIAN 

KAMPUNG DAN MASYARAKAT KAMPUNG. 

2. BELUM OPTIMALNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG 

DAN PELAYANAN PUBLIK DI KAMPUNG  

3. BELUM OPTIMALNYA TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN 

KAMPUNG (LKK)/ LEMBAGA ADAT KAMPUNG (LAK) DALAM 

MENGGERAKKAN PEMBANGUNAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT 

KAMPUNG DAN KELURAHAN 

4. BELUM TERPENUHINYA PEMBERIAN JAMINAN KETENAGAKERJAAN BAGI 

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KAMPUNG (LKK)/LEMBAGA ADAT 

KAMPUNG (LAK) 

 

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN 

1 2 3 4 

Meningkatnya 

pemberdayaan 

masyarakat dan 

kemandirian 

Kampung 

1. Meningkatnya 

Akuntabilitas 

Kinerja 

Pemerintah 

Kampung 

 

1.1. Mendorong 

peningkatan 

kapasitas 

penyelenggara 

pemerintahan 

kampung 

1.1.1. Peningkatan kapasitas 

aparatur pemerintahan 

kampung. 

1.1.2. Pembinaan mekanisme 

pergantian aparatur kampung 

2. Meningkatnya 

kemandirian 

usaha dan 

2.1.Meningkatkan 

sinergitas dan 

kolaborasi 

2.1.1. Peningkatan fasilitasi dan 

koordinasi pemerintah 

kabupaten dan pemerintah 
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TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN 

1 2 3 4 

keberdayaan 

kampung 

pemerintah kabupaten 

dan pemerintah 

kecamatan dalam 

pembinaan 

administrasi 

pemerintahan 

kampung 

kecamatan sesuai 

kewenangan masing masing. 

2.2.Membangun 

sinergitas dan 

kolaborasi 

stakeholders dalam 

pembinaan BUM 

Kampung/BUM 

Kampung Bersama. 

2.2.1. Peningkatan fasilitasi 

pendampingan pemerintah 

kecamatan dan pemerintah 

kampung pada BUM 

Kampung/ BUM Kampung 

Bersama. 

2.2.2. Peningkatan fasilitasi akses 

jejaring pasar BUM 

Kampung/ BUM Kampung 

Bersama 

2.2.3. Peningkatan peran 

pengembangan BUM 

Kampung/ BUM Kampung 

Bersama lintas sektor. 

2.3.Mendorong 

peningkatan Peran 

dan Fungsi Lembaga 

Kemasyarakatan 

Kampung, Lembaga 

Adat dan masyarakat 

hukum adat dalam 

pembangunan 

kampung/kelurahan. 

2.3.1. Peran dan Fungsi Lembaga 

Kemasyarakatan Kampung, 

Lembaga Adat dan 

masyarakat hukum adat 

dalam pembangunan 

kampung/kelurahan.  
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TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN 

1 2 3 4 

2.4.Mendorong 

peningkatan 

pemahaman 

pemerintah kampung 

dalam memfungsikan 

peran LKK/LAD. 

2.4.1. Peningkatan fasilitasi 

pemerintah kampung dalam 

memfungsikan LKK/LAK. 

2.5.Mengoptimalkan 

pengembangan 

kelembagaan BUM 

Kampung /BUM 

Kampung Bersama 

2.5.1. Peningkatan kapasitas 

pengurus BUM Kampung / 

BUM Kampung Bersama 

2.5.2. Peningkatan tata kelola 

BUM Kampung / BUM 

Kampung Bersama 

2.5.3. Peningkatan fasilitasi kerja 

sama antar BUM Kampung / 

BUM Kampung Bersama 

maupun dengan pihak ketiga 

 

 Beberapa strategi yang dirumuskan sebagai cara untuk memenuhi target yang telah 

ditetapkan di dalam tujuan dan sasaran, kemudian dijabarkan ke dalam satu atau lebih arah 

kebijakan untuk lebih memperjelas strategi itu dilaksanakan dan tepat sasaran. semua alur/ 

tahapan di dalam perencanaan, mulai dari penetapan visi dan misi, sampai kepada tujuan, 

sasaran, penetapan indikator tujuan dan sasaran, penetapan strategi, penetapan arah kebijakan, 

hingga ke level program memiliki arah yang jelas, berikut dijelaskan Tujuan, sasaran, strategi 

dan arah Kebijakan dalam Rencana Strategis 2025-2029.  

 Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan 

dari satu periode ke periode lainnya atau dari satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka 

mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan 

strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Setelah 

dirumuskan, maka setiap pernyataan arah kebijakan dipetakan secara spesifik terhadap horizon 

waktu. Dengan adanya penentuan horison waktu dalam kurun waktu maksimal 2 (dua) tahun, 

arah kebijakan dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. 
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3.3. Pentahapan Pembangunan 

  Pentahapan Pembangunan dimaksud adalah prioritas Pembangunan tahunan dalam 

rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Pentahapan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kampung Kabupaten Siak dapat di sajikan pada table di bahwah ini : 

Tabel 3.5. 

Pentahapan Renstra 2025-2029 

 

Tahap I 

2025 

Tahap II 

2026 

Tahap III 

2027 

Tahap IV 

2028 

Tahap V 

2029 

1. Analisis Strategis 

2. Penyusunan Visi, 

Misi, Tujuan, 

Sasaran 

3. Penetapan 

Program Prioritas 

4. Implementasi 

Program Urusan 

PMK 

5. Monitoring & 

Evaluasi 

Triwulanan dan 

semester 

1. Implementasi 

Program 

Urusan PMK 

2. Monitoring & 

Evaluasi 

Triwulanan 

dan semester 

1. Implementasi 

Program 

Urusan PMK 

2. Monitoring & 

Evaluasi 

Triwulanan 

dan semester 

1. Implementasi 

Program 

Urusan PMK 

2. Monitoring & 

Evaluasi 

Triwulanan 

dan semester 

3. Peningkatan 

Kinerja 

Sasaran 

Jangka 

Menengah 

1.  Implementasi 

Program Urusan 

PMK 

2.  Evaluasi Akhir 

Periode Renstra 

3.  Penyusunan 

Rekomendasi 

RPJMD Baru  

4.  Penyusunan 

Evaluasi Renstra 5 

(lima) tahun. 
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BAB IV 

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

 Dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, maka disusunlah 

rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang selaras dengan dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029. Program, 

kegiatan dan sub kegiatan tersebut disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Bidang 

dan Sekretariat sebagai upaya untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara 

efektif dan efisien. 

 Pemerintah Daerah Provinsi Riau telah menerapkan money follow program dengan 

memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi saat ini 

serta isu strategis pada masa datang. Hal ini berarti program, kegiatan dan sub kegiatan dalam 

Renstra Perangkat Daerah menjadi prioritas yang akan dilaksanakan dan mendapatkan 

anggaran. Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang 

akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. 

 Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan 

sasaran sesuai Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten 

Siak Tahun 2025-2029 serta mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

050-5889 Tahun 2021 Tentang HasiL Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TUGAS FUNGSI PD : 

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan 

masyarakat dan  kampung; 

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung; 

3. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan 

masyarakat dan kampung; 

4. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas; 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan 

baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan 

kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam 

rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

  

TUJUAN : 

Meningkatnya pemberdayaan 

masyarakat dan kemandirian 

Kampung 

Indikator : 

Indeks Desa  (ID) 

 

Jumlah Bumdes Aktif Dan Beroperasi 

Secara Produktif (Bumdes) 

 

SASARAN : 

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 

Kampung 

Indikator : 

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 

2. Meningkatnya kemandirian usaha dan keberdayaan 

kampung 

Indikator : 

BUMDes yang memiliki unit usaha yang menghasilkan 

pendapatan dan barang/jasa secara berkelanjutan serta 

memberikan manfaat ekonomi bagi desa 

 

Persentase Desa Mandiri (%) 

SASARAN RPJMD : 
1. Meningkatnya keberdayaan masyarakat 

 

Indikator : 

Tingkat Kemiskinan  

 

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB 

YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 

LAYANAN DASAR 

 
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Persentase Pemenuhan Kebutuhan 

Administrasi Perkantoran 

Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah 

Persentase pemenuhan kebutuhan 

administrasi perkantoran 

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN 
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Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 

Atribut Kelengkapannya 

Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapan 

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

yang Disediakan 
Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan 

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan yang 

Disediakanyang Disediakan 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat  

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 

Disediakan 

Administrasi Umum Perangkat Daerah 

Tersedianya Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Pengadaan Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang Disediakan 

Pengadaan Barang  Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Tersedianya Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

Pengadaan Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Disediakan 

Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya yang 

Disediakan 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi,Sumber Daya Air dan 

Listrik yang Disediakan 

Pengadaan Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

Tersedianya  Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah 

Tingkat Kepatuhan Aparatur 

Fasilitasi Kunjungan Tamu 

Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 

Tamu 

Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan 

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN 

Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang 

Disediakan 

Penyediaan Bahan/Materai 

Jumlah Paket Bahan/Material yang 

Disediakan 

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor yang Disediakan 

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 

Disediakan 

Pengadaan Mebel 

Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 

yang Disediakan 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 
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Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara 

dan Dibayarkan Pajaknya 

Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi 

Pemerintahan Desa 

Jumlah Dokumen Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan Desa 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan 

Pajak dan Perizinannya 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DAN DESA 

PROGRAM PENATAAN DESA 

Persentase Fasilitasi Penataan Desa 

Penyelenggaraan Penataan Desa 

Persentase Penyelenggaraan Penataan 

Desa 

 
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, 

dan Perubahan Status Desa 

Jumlah Kampung yang Melakukan 

Pembentukan, Penghapusan, enggabungan, 

dan Perubahan Status Desa 

Fasilitasi Tata Wilayah Desa 

Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan 

Wilayahnya 

Pemeliharaan Mebel 

Jumlah Mebel yang Dipelihara 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya 

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 

Dipelihara 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya 

yang Dipelihara/Direhabilitasi 
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Pendukung Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

yang 

Dipelihara/Direhabilitasi 

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum 

Desa 

Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk 

Hukum Desa 

Fasilitasi Penyusunan Perencanaan 

Pembangunan Desa 

Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan 

Perencanaan Pembangunan Desa 

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 

Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan 

Desa 

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 

Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan 

Desa 

Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa 

Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan 

Kewenangannya 

Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa 

Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan 

dan Kode Desa 

Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat 

Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan 

Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 

Jumlah Sarana dan Prasarana Desa 

Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Administrasi 

Pemerintahan Desa 

Persentase Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Administrasi 

Pemerintahan Desa 

Program Administrasi Pemerintahan Desa 

- Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD 

yang Ditingkatkan Kapasitasnya 

- Persentase Fasilitasi Tata Kelola  Desa 

Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur 

Pemerintah Desa 

Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang 

Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 

Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah 

Desa 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah 

Desa 

Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 

Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan 

Pengawasan Peraturan Desa 
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Pembinaan dan Pemberdayaan BUM 

Desa dan Lembaga Kerja sama antar 

Desa 

Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan 

Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga 

Kerja Sama antar Desa Dipelihara/ 

Direhabilitasi 

Penyelenggaraan Pemilihan, 

Pengangkatan dan Pemberhentian 

Kepala Desa 

Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan 

Pemilihan, Pengangkatan dan 

Pemberhentian 

Kepala Desa 

Fasilitasi Pengangkatan dan 

Pemberhentian Perangkat Desa 

Jumlah Laporan Pengangkatan dan 

Pemberhentian Perangkat Desa 

Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 

Jumlah Dokumen Profil Desa 

Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen 

Pemerintahan Desa 

Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset 

Desa 

Pembinaan Peningkatan Kapasitas 

Anggota BPD 

Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti 

Pembinaan Peningkatan Kapasitas 

Fasilitasi Penetapan dan Penegasan 

Batas Desa 

Jumlah Kampung yang Difasilitasi dalam 

Penetapan Dan Penegasan Batas Kampung 

Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala 

Desa 

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan 

Kepala Desa 

Pelaksanaan Penugasan 

Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota 

yang Dilaksanakan oleh Desa 

Jumlah Dokumen Penugasan 

Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang 

Dilaksanakan oleh Desa 

Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa 

serta Lomba Desa dan Kelurahan 

Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi 

Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan 

Kelurahan 

Program Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan 

Masyarakat Hukum Adat  

- Persentase Fasilitasi Pemberdayaan 
Lembaga Kemasyarakatan  Desa (LKD) 

- Persentase Fasilitasi Pemberdayaan 
Lembaga Adat Desa dan Lembaga 
Masyarakat Hukum Ada 

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 

yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan 

Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan 

Masyarakat Hukum Adat yang 

Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang 

Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 

Persentase Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang 

Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta 

Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang 

Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang 

Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 

 

 

Identifikasi dan Inventarisasi 

Masyarakat Hukum Adat 

Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan 

Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat 

Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan 

Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga 

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, 

RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang 

Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan 

dan Masyarakat Hukum Adat 

Jumlah Dokumen Hasil Penataan, 

Pemberdayaan dan Pendayagunaan 

Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, 

LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat 

Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum 

Adat 

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 

Lembaga Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, 

Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), 

Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan 

Masyarakat Hukum Adat 

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, 

LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat 

Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum 

Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 

Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi 

Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 

Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 

dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli Desa 
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Fasilitasi Pemerintah Desa dalam 

Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 

Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan 

Teknologi Tepat Guna 

Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong 

Royong Masyarakat 

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan 

Bhakti Gotong Royong Masyarakat 

Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam 

Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan 

Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim 

Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan 

Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kesejahteraan Keluarga 

Peningkatan Kesadaran Keluarga 

dalam Membangun Kerja Sama 

antar-Keluarga, Warga, dan 

Kelompok Masyarakat 

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 

Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan 

Teknologi Tepat Guna 

Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam 

Peningkatan Pendidikan dan 

Keterampilan untuk Mewujudkan 

Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 

dan Berdaya Saing 

Jumlah Keluarga yang Mengikuti 

Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam 

Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan 

untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia 

yang Berkualitas dan Berdaya Saing 
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Tabel 4.1 Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 
 

BIDANG 

URUSAN / 

PROGRAM / 

OUTCOME 

INDIKATOR 

OUTCOME 

BASELINE 

2024 
2025 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
PERANGKAT 

DAERAH 

PENANGGUNG 

JAWAB 

2026 2027 2028 2029 2030 

TAR

GET 
PAGU 

TAR

GET 
PAGU 

TAR

GET 
PAGU 

TAR

GET 
PAGU 

TARG

ET 
PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
  11.422.821.480,24   11.747.932.403,22   12.083.120.427,18   12.428.437.478,06   12.684.136.285,70   

2.13.01 - 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH

AN DAERAH 

KABUPATEN/

KOTA 

        5.578.658.686,00   5.737.435.822,00   5.901.134.396,00   6.069.779.766,00   6.243.495.362,00   

Terpenuhinya 

kebutuhan 

pelayanan 

administrasi 

perkantoran 

Persentase 

Pemenuhan 

Kebutuhan 

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran (%) 

100 100 100 5.578.658.686,00 100 5.737.435.822,00 100 5.901.134.396,00 100 6.069.779.766,00 100 6.243.495.362,00 

Dinas/Badan yang 

menangani Bidang 

Pemberdayaan 

Masyarakat Dan 

Desa 

2.13.02 - 

PROGRAM 

PENATAAN 

DESA 

        161.029.844,24   165.612.999,22   170.338.213,18   175.206.218,06   180.220.576,70   

Meningkatnya 

kualitas 

penataan desa 

Persentase 

Fasilitasi Penataan 

Desa (Persentase) 

60 60 70 161.029.844,24 80 165.612.999,22 90 170.338.213,18 100 175.206.218,06 100 180.220.576,70 

Dinas/Badan yang 

menangani Bidang 

Pemberdayaan 

Masyarakat Dan 

Desa 

2.13.03 - 

PROGRAM 

PENINGKATA

N KERJA 

SAMA DESA 

        200.000.000,00   205.692.305,00   211.561.048,00   217.607.138,00   223.835.001,00   

Meningkatnya 

efektivitas 

kerjasama desa 

Persentase 

Fasilitasi 

Kerjasama Desa 

(Persentase) 

15 15 43,84 200.000.000,00 60,27 205.692.305,00 79,45 211.561.048,00 87,67 217.607.138,00 100,00 223.835.001,00 

Dinas/Badan yang 

menangani Bidang 

Pemberdayaan 

Masyarakat Dan 

Desa 

2.13.04 - 

PROGRAM 

ADMINISTRA

SI 

PEMERINTAH

AN DESA 

        3.434.904.000,00   3.532.666.607,00   3.633.459.452,00   3.737.298.152,00   3.744.258.701,00   

Meningkatnya 

kualitas 

pembinaan dan 

pengawasan 

pemerintahan 

desa 

Persentase 

Aparatur Desa dan 

Anggota BPD 

yang Ditingkatkan 

Kapasitasnya 

(Persentase) 

45 45 56,27 3.434.904.000,00 67,20 3.532.666.607,00 78,14 3.633.459.452,00 89,07 3.737.298.152,00 100,00 3.744.258.701,00 

Dinas/Badan yang 

menangani Bidang 

Pemberdayaan 

Masyarakat Dan 

Desa 

  

Persentase 

Fasilitasi Tata 

Kelola Desa 

(Persentase) 

41 41 52,46   65,57   77,05   88,52   100,00   

Dinas/Badan yang 

menangani Bidang 

Pemberdayaan 
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BIDANG 

URUSAN / 

PROGRAM / 

OUTCOME 

INDIKATOR 

OUTCOME 

BASELINE 

2024 
2025 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
PERANGKAT 

DAERAH 

PENANGGUNG 

JAWAB 

2026 2027 2028 2029 2030 

TAR

GET 
PAGU 

TAR

GET 
PAGU 

TAR

GET 
PAGU 

TAR

GET 
PAGU 

TARG

ET 
PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Masyarakat Dan 

Desa 

2.13.05 - 

PROGRAM 

PEMBERDAY

AAN 

LEMBAGA 

KEMASYARA

KATAN, 

LEMBAGA 

ADAT DAN 

MASYARAKA

T HUKUM 

ADAT 

        2.048.228.950,00   2.106.524.670,00   2.166.627.318,00   2.228.546.204,00   2.292.326.645,00   

Meningkatnya 

kapasitas 

Lembaga 

Kemasyarakata

n, Lembaga 

Adat dan 

Masarakat 

Hukum Adat 

dalam 

pembangunan 

Persentase 

Fasilitasi 

Pemberdayaan 

Lembaga Adat 

Desa dan 

Lembaga 

Masyarakat 

Hukum Adat 

(Persentase) 

68,75 68,75 75,00 2.048.228.950,00 81,25 2.106.524.670,00 87,50 2.166.627.318,00 93,75 2.228.546.204,00 100,00 2.292.326.645,00 

Dinas/Badan yang 

menangani Bidang 

Pemberdayaan 

Masyarakat Dan 

Desa 

  

Persentase 

Fasilitasi 

Pemberdayaan 

Lembaga 

Kemasyarakatan 

Desa (LKD) 

(Persentase) 

42,86 42,86 57,14   71,43   85,71   
100,0

0 
  100,00   

Dinas/Badan yang 

menangani Bidang 

Pemberdayaan 

Masyarakat Dan 

Desa 

TOTAL KESELURUHAN   11.422.821.480.24     11.747.932.403.22     12.083.120.427.18     12.428.437.478.06     12.684.136.285.70    
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Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak 

 
NSPK DAN 

SASARAN 

RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

2.13.0.00.0.00.04.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG 

 - Meningkatnya 

keberdayaan 

masyarakat 

Meningkatnya 

pemberdayaan 

masyarakat dan 

kemandirian 

Kampung 

      Indeks Desa Membangun 

(IDM) (Indeks) 

    

          Jumlah Bumdes Aktif Dan 

Beroperasi Secara Produktif 

(Bumdes) 

    

    Meningkatnya 

Akuntabilitas 

Kinerja Pemerintah 

Kampung 

    Nilai Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (AKIP) 

(Nilai) 

    

      Terpenuhinya 

kebutuhan 

pelayanan 

administrasi 

perkantoran 

  Persentase Pemenuhan 

Kebutuhan Pelayanan 

Administrasi Perkantoran (%) 

2.13.01 - PROGRAM 

PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

  

        Persentase 

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat Daerah 

Jumlah Orang yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN 

(Orang/bulan) 

2.13.01.2.02 - Administrasi 

Keuangan Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Orang yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN 

(Orang/bulan) 

2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan 

Gaji dan Tunjangan ASN 

  

        Persentase Tingkat 

Kepatuhan 

Aparatur 

Jumlah Paket Pakaian Dinas 

beserta Atribut Kelengkapan 

(Paket) 

2.13.01.2.05 - Administrasi 

Kepegawaian Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Paket Pakaian Dinas 

beserta Atribut Kelengkapan 

(Paket) 

2.13.01.2.05.0002 - Pengadaan 

Pakaian Dinas beserta Atribut 

Kelengkapannya 

  

        Tersedianya 

Administrasi 

Umum Perangkat 

Daerah 

Jumlah Dokumen Bahan 

Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan yang 

Disediakan (Dokumen) 

2.13.01.2.06 - Administrasi 

Umum Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

2.13.01.2.06 - Administrasi 

Umum Perangkat Daerah 
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NSPK DAN 

SASARAN 

RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD (Laporan) 

          Jumlah Paket Bahan Logistik 

Kantor yang Disediakan (Paket) 

2.13.01.2.06 - Administrasi 

Umum Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Paket Barang Cetakan 

dan Penggandaan yang 

Disediakan (Paket) 

2.13.01.2.06 - Administrasi 

Umum Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Paket Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 

Disediakan (Paket) 

2.13.01.2.06 - Administrasi 

Umum Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan (Paket) 

2.13.01.2.06 - Administrasi 

Umum Perangkat Daerah 

  

          Jumlah Paket Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 

Disediakan (Paket) 

2.13.01.2.06.0001 - Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor 

  

          Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan (Paket) 

2.13.01.2.06.0002 - Penyediaan 

Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor 

  

          Jumlah Paket Bahan Logistik 

Kantor yang Disediakan (Paket) 

2.13.01.2.06.0004 - Penyediaan 

Bahan Logistik Kantor 

  

          Jumlah Paket Barang Cetakan 

dan Penggandaan yang 

Disediakan (Paket) 

2.13.01.2.06.0005 - Penyediaan 

Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

  

          Jumlah Dokumen Bahan 

Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan yang 

Disediakan (Dokumen) 

2.13.01.2.06.0006 - Penyediaan 

Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan 

  

          Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD (Laporan) 

2.13.01.2.06.0009 - 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

  

        Tersedianya 

Pengadaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

Jumlah Paket Mebel yang 

Disediakan (Unit) 

2.13.01.2.07 - Pengadaan 

Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 

  

          Jumlah Unit Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya yang 

Disediakan (Unit) 

2.13.01.2.07 - Pengadaan 

Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 
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NSPK DAN 

SASARAN 

RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Jumlah Unit Peralatan dan 

Mesin Lainnya yang Disediakan 

(Unit) 

2.13.01.2.07 - Pengadaan 

Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 

  

          Jumlah Unit Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang 

Disediakan (Unit) 

2.13.01.2.07 - Pengadaan 

Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 

  

          Jumlah Paket Mebel yang 

Disediakan (Unit) 

2.13.01.2.07.0005 - Pengadaan 

Mebel 

  

          Jumlah Unit Peralatan dan 

Mesin Lainnya yang Disediakan 

(Unit) 

2.13.01.2.07.0006 - Pengadaan 

Peralatan dan Mesin Lainnya 

  

          Jumlah Unit Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya yang 

Disediakan (Unit) 

2.13.01.2.07.0009 - Pengadaan 

Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya 

  

          Jumlah Unit Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang 

Disediakan (Unit) 

2.13.01.2.07.0010 - Pengadaan 

Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya 

  

        Tersedianya Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang Disediakan 

(Laporan) 

2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

  

          Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Pelayanan Umum Kantor 

yang Disediakan (Laporan) 

2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

  

          Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan (Laporan) 

2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

  

          Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat (Laporan) 

2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

  

          Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat (Laporan) 

2.13.01.2.08.0001 - Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat 

  

          Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang Disediakan 

(Laporan) 

2.13.01.2.08.0002 - Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik 

  

          Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan (Laporan) 

2.13.01.2.08.0003 - Penyediaan 

Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 
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NSPK DAN 

SASARAN 

RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Pelayanan Umum Kantor 

yang Disediakan (Laporan) 

2.13.01.2.08.0004 - Penyediaan 

Jasa Pelayanan Umum Kantor 

  

        Tersedianya 

Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 

2.13.01.2.09 - Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

  

          Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

yang Dipelihara dan dibayarkan 

Pajak dan Perizinannya (Unit) 

2.13.01.2.09 - Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

  

          Jumlah Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya (Unit) 

2.13.01.2.09 - Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

  

          Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara  

(Unit) 

2.13.01.2.09 - Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

  

          Jumlah Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya (Unit) 

2.13.01.2.09.0001 - Penyediaan 

Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan 

  

          Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

yang Dipelihara dan dibayarkan 

Pajak dan Perizinannya (Unit) 

2.13.01.2.09.0002 - Penyediaan 

Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

  

          Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara  

(Unit) 

2.13.01.2.09.0006 - 

Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

  

          Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 

2.13.01.2.09.0009 - 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya 

  

    Meningkatnya 

kemandirian usaha 

dan keberdayaan 

kampung 

    BUMDes yang memiliki unit 

usaha yang menghasilkan 

pendapatan dan barang/jasa 

secara berkelanjutan serta 
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NSPK DAN 

SASARAN 

RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

memberikan manfaat ekonomi 

bagi desa (Bumdes) 

          Persentase Desa Mandiri (%)     

      Meningkatnya 

kualitas penataan 

desa 

  Persentase Fasilitasi Penataan 

Desa (Persentase) 

2.13.02 - PROGRAM 

PENATAAN DESA 

  

        Persentase 

Penyelenggaraan 

Penataan Desa 

Jumlah Desa yang Melakukan 

Pembentukan, Penghapusan, 

Penggabungan, dan Perubahan 

Status Desa (Desa) 

2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan 

Penataan Desa 

  

          Jumlah Desa yang Terfasilitasi 

Penamaan dan Kode Desa 

(Desa) 

2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan 

Penataan Desa 

  

          Jumlah Desa yang Terfasilitasi 

Penataan Kewenangannya 

(Desa) 

2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan 

Penataan Desa 

  

          Jumlah Desa yang Terfasilitasi 

Penataan Wilayahnya (Desa) 

2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan 

Penataan Desa 

  

          Jumlah Laporan Hasil 

Penetapan Kesatuan Masyarakat 

Hukum Adat dan Desa Adat 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

(Laporan) 

2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan 

Penataan Desa 

  

          Jumlah Sarana dan Prasarana 

Desa yang terfasilitasi (Unit) 

2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan 

Penataan Desa 

  

          Jumlah Desa yang Melakukan 

Pembentukan, Penghapusan, 

Penggabungan, dan Perubahan 

Status Desa (Desa) 

2.13.02.2.01.0001 - 

Pembentukan, Penghapusan, 

Penggabungan, dan Perubahan 

Status Desa 

  

          Jumlah Desa yang Terfasilitasi 

Penataan Wilayahnya (Desa) 

2.13.02.2.01.0002 - Fasilitasi 

Tata Wilayah Desa 

  

          Jumlah Desa yang Terfasilitasi 

Penataan Kewenangannya 

(Desa) 

2.13.02.2.01.0003 - Fasilitasi 

Penataan Kewenangan Desa 

  

          Jumlah Desa yang Terfasilitasi 

Penamaan dan Kode Desa 

(Desa) 

2.13.02.2.01.0004 - Fasilitasi 

Penamaan dan Kode Desa 
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NSPK DAN 

SASARAN 

RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Jumlah Laporan Hasil 

Penetapan Kesatuan Masyarakat 

Hukum Adat dan Desa Adat 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

(Laporan) 

2.13.02.2.01.0005 - Fasilitasi 

Penetapan Kesatuan Masyarakat 

Hukum Adat dan Desa Adat 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

  

          Jumlah Sarana dan Prasarana 

Desa yang terfasilitasi (Unit) 

2.13.02.2.01.0006 - Fasilitasi 

Sarana dan Prasarana Desa 

  

      Meningkatnya 

efektivitas 

kerjasama desa 

  Persentase Fasilitasi Kerjasama 

Desa (Persentase) 

2.13.03 - PROGRAM 

PENINGKATAN KERJA 

SAMA DESA 

  

        Persentase 

Fasilitasi Kerja 

sama antar Desa 

Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Pembangunan 

Kawasan Perdesaan (Dokumen) 

2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja 

Sama antar Desa 

  

          Jumlah Dokumen Kerja Sama 

Antar Desa dalam 

Kabupaten/Kota (Dokumen) 

2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja 

Sama antar Desa 

  

          Jumlah Dokumen Kerja Sama 

Antar Desa dengan Pihak 

Ketiga dalam Kabupaten/Kota 

(Dokumen) 

2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja 

Sama antar Desa 

  

          Jumlah Dokumen Kerja Sama 

Antar Desa dalam 

Kabupaten/Kota (Dokumen) 

2.13.03.2.01.0001 - Fasilitasi 

Kerja Sama Antar Desa dalam 

Kabupaten/Kota 

  

          Jumlah Dokumen Kerja Sama 

Antar Desa dengan Pihak 

Ketiga dalam Kabupaten/Kota 

(Dokumen) 

2.13.03.2.01.0002 - Fasilitasi 

Kerja Sama Antar Desa dengan 

Pihak Ketiga dalam 

Kabupaten/Kota 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Pembangunan 

Kawasan Perdesaan (Dokumen) 

2.13.03.2.01.0003 - Fasilitasi 

Pembangunan Kawasan 

Perdesaan 

  

      Meningkatnya 

kualitas pembinaan 

dan pengawasan 

pemerintahan desa 

  Persentase Aparatur Desa dan 

Anggota BPD yang 

Ditingkatkan Kapasitasnya 

(Persentase) 

2.13.04 - PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN DESA 

  

          Persentase Fasilitasi Tata 

Kelola Desa (Persentase) 

2.13.04 - PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN DESA 

  

        Persentase 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Administrasi 

Pemerintahan Desa 

Jumlah Anggota BPD yang 

Mengikuti Pembinaan 

Peningkatan Kapasitas (Orang) 

2.13.04.2.01 - Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan 

Desa 
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NSPK DAN 

SASARAN 

RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Jumlah Aparatur Pemerintah 

Desa yang Mengikuti 

Pembinaan Peningkatan 

Kapasitas (Orang) 

2.13.04.2.01 - Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan 

Desa 

  

          Jumlah Desa yang Difasilitasi 

dalam Penetapan Dan 

Penegasan Batas Desa (Desa) 

2.13.04.2.01 - Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan 

Desa 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 

Evaluasi Perkembangan Desa 

serta Lomba Desa dan 

Kelurahan (Dokumen) 

2.13.04.2.01 - Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan 

Desa 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Manajemen 

Pemerintahan Desa (Dokumen) 

2.13.04.2.01 - Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan 

Desa 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Pengelolaan Aset 

Desa (Dokumen) 

2.13.04.2.01 - Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan 

Desa 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Pengelolaan 

Keuangan Desa (Dokumen) 

2.13.04.2.01 - Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan 

Desa 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Penyusunan 

Perencanaan Pembangunan 

Desa (Dokumen) 

2.13.04.2.01 - Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan 

Desa 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Penyusunan Produk 

Hukum Desa (Dokumen) 

2.13.04.2.01 - Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan 

Desa 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 

Pembinaan dan Pemberdayaan 

BUM Desa dan Lembaga Kerja 

Sama antar Desa (Dokumen) 

2.13.04.2.01 - Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan 

Desa 

  

          Jumlah Dokumen 

Penyelenggaraan Administrasi 

Pemerintahan Desa (Dokumen) 

2.13.04.2.01 - Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan 

Desa 

  

          Jumlah Dokumen Profil Desa 

yang tersusun (Dokumen) 

2.13.04.2.01 - Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan 
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NSPK DAN 

SASARAN 

RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

Administrasi Pemerintahan 

Desa 

          Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 

Pembinaan Laporan Kepala 

Desa (Laporan) 

2.13.04.2.01 - Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan 

Desa 

  

          Jumlah Laporan Hasil 

Penyelenggaraan Pemilihan, 

Pengangkatan dan 

Pemberhentian Kepala Desa 

(Laporan) 

2.13.04.2.01 - Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan 

Desa 

  

          Jumlah Dokumen 

Penyelenggaraan Administrasi 

Pemerintahan Desa (Dokumen) 

2.13.04.2.01.0001 - Fasilitasi 

Penyelenggaraan Administrasi 

Pemerintahan Desa 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Penyusunan Produk 

Hukum Desa (Dokumen) 

2.13.04.2.01.0002 - Fasilitasi 

Penyusunan Produk Hukum 

Desa 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Penyusunan 

Perencanaan Pembangunan 

Desa (Dokumen) 

2.13.04.2.01.0003 - Fasilitasi 

Penyusunan Perencanaan 

Pembangunan Desa 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Pengelolaan 

Keuangan Desa (Dokumen) 

2.13.04.2.01.0004 - Fasilitasi 

Pengelolaan Keuangan Desa 

  

          Jumlah Aparatur Pemerintah 

Desa yang Mengikuti 

Pembinaan Peningkatan 

Kapasitas (Orang) 

2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan 

Peningkatan Kapasitas Aparatur 

Pemerintah Desa 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 

Pembinaan dan Pemberdayaan 

BUM Desa dan Lembaga Kerja 

Sama antar Desa (Dokumen) 

2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan 

dan Pemberdayaan BUM Desa 

dan Lembaga Kerja Sama antar 

Desa 

  

          Jumlah Laporan Hasil 

Penyelenggaraan Pemilihan, 

Pengangkatan dan 

Pemberhentian Kepala Desa 

(Laporan) 

2.13.04.2.01.0009 - 

Penyelenggaraan Pemilihan, 

Pengangkatan dan 

Pemberhentian Kepala Desa 

  

          Jumlah Dokumen Profil Desa 

yang tersusun (Dokumen) 

2.13.04.2.01.0011 - Fasilitasi 

Penyusunan Profil Desa  

  

          Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Manajemen 

Pemerintahan Desa (Dokumen) 

2.13.04.2.01.0012 - Fasilitasi 

Manajemen Pemerintahan Desa 
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NSPK DAN 

SASARAN 

RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Pengelolaan Aset 

Desa (Dokumen) 

2.13.04.2.01.0013 - Fasilitasi 

Pengelolaan Aset Desa 

  

          Jumlah Anggota BPD yang 

Mengikuti Pembinaan 

Peningkatan Kapasitas (Orang) 

2.13.04.2.01.0014 - Pembinaan 

Peningkatan Kapasitas Anggota 

BPD 

  

          Jumlah Desa yang Difasilitasi 

dalam Penetapan Dan 

Penegasan Batas Desa (Desa) 

2.13.04.2.01.0015 - Fasilitasi 

Penetapan dan Penegasan Batas 

Desa 

  

          Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 

Pembinaan Laporan Kepala 

Desa (Laporan) 

2.13.04.2.01.0016 - Fasilitasi 

Pembinaan Laporan Kepala 

Desa 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 

Evaluasi Perkembangan Desa 

serta Lomba Desa dan 

Kelurahan (Dokumen) 

2.13.04.2.01.0018 - Fasilitasi 

Evaluasi Perkembangan Desa 

serta Lomba Desa dan 

Kelurahan 

  

      Meningkatnya 

kapasitas Lembaga 

Kemasyarakatan, 

Lembaga Adat dan 

Masarakat Hukum 

Adat dalam 

pembangunan 

  Persentase Fasilitasi 

Pemberdayaan Lembaga Adat 

Desa dan Lembaga Masyarakat 

Hukum Adat (Persentase) 

2.13.05 - PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

LEMBAGA 

KEMASYARAKATAN, 

LEMBAGA ADAT DAN 

MASYARAKAT HUKUM 

ADAT 

  

          Persentase Fasilitasi 

Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan Desa (LKD) 

(Persentase) 

2.13.05 - PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

LEMBAGA 

KEMASYARAKATAN, 

LEMBAGA ADAT DAN 

MASYARAKAT HUKUM 

ADAT 

  



 

Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Tahun 2025-2029                      75 

 

  

NSPK DAN 

SASARAN 

RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

        Persentase 

Pemberdayaan 

Lembaga 

Kemasyarakatan 

yang Bergerak di 

Bidang 

Pemberdayaan 

Desa dan Lembaga 

Adat Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

serta 

Pemberdayaan 

Masyarakat Hukum 

Adat yang 

Masyarakat 

Pelakunya Hukum 

Adat yang Sama 

dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Pengembangan Usaha 

Ekonomi Masyarakat dan 

Pemerintah Desa dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli 

Desa (Dokumen) 

2.13.05.2.01 - Pemberdayaan 

Lembaga Kemasyarakatan yang 

Bergerak di Bidang 

Pemberdayaan Desa dan 

Lembaga Adat Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota serta 

Pemberdayaan Masyarakat 

Hukum Adat yang Masyarakat 

Pelakunya Hukum Adat yang 

Sama dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Tim Penggerak PKK 

dalam Penyelenggaraan 

Gerakan Pemberdayaan 

Masyarakat dan Kesejahteraan 

Keluarga (Dokumen) 

2.13.05.2.01 - Pemberdayaan 

Lembaga Kemasyarakatan yang 

Bergerak di Bidang 

Pemberdayaan Desa dan 

Lembaga Adat Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota serta 

Pemberdayaan Masyarakat 

Hukum Adat yang Masyarakat 

Pelakunya Hukum Adat yang 

Sama dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 

Penataan, Pemberdayaan dan 

Pendayagunaan Kelembagaan 

Lembaga Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan (RT, RW, 

PKK, Posyandu, LPM, dan 

Karang Taruna), Lembaga Adat 

Desa/Kelurahan dan 

Masyarakat Hukum Adat 

(Dokumen) 

2.13.05.2.01 - Pemberdayaan 

Lembaga Kemasyarakatan yang 

Bergerak di Bidang 

Pemberdayaan Desa dan 

Lembaga Adat Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota serta 

Pemberdayaan Masyarakat 

Hukum Adat yang Masyarakat 

Pelakunya Hukum Adat yang 

Sama dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 
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NSPK DAN 

SASARAN 

RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

          Jumlah Keluarga yang 

Mengikuti Peningkatan 

Kesadaran Keluarga dalam 

Membangun Kerja Sama antar-

Keluarga, Warga, dan 

Kelompok Masyarakat 

(Keluarga) 

2.13.05.2.01 - Pemberdayaan 

Lembaga Kemasyarakatan yang 

Bergerak di Bidang 

Pemberdayaan Desa dan 

Lembaga Adat Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota serta 

Pemberdayaan Masyarakat 

Hukum Adat yang Masyarakat 

Pelakunya Hukum Adat yang 

Sama dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

  

          Jumlah Keluarga yang 

Mengikuti Peningkatan 

Kesadaran Keluarga dalam 

Peningkatan Pendidikan dan 

Keterampilan untuk 

Mewujudkan Sumber Daya 

Manusia yang Berkualitas dan 

Berdaya Saing (Keluarga) 

2.13.05.2.01 - Pemberdayaan 

Lembaga Kemasyarakatan yang 

Bergerak di Bidang 

Pemberdayaan Desa dan 

Lembaga Adat Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota serta 

Pemberdayaan Masyarakat 

Hukum Adat yang Masyarakat 

Pelakunya Hukum Adat yang 

Sama dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

  

          Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 

Bulan Bhakti Gotong Royong 

Masyarakat (Laporan) 

2.13.05.2.01 - Pemberdayaan 

Lembaga Kemasyarakatan yang 

Bergerak di Bidang 

Pemberdayaan Desa dan 

Lembaga Adat Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota serta 

Pemberdayaan Masyarakat 

Hukum Adat yang Masyarakat 

Pelakunya Hukum Adat yang 

Sama dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

  

          Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 

Pemerintah Desa dalam 

Pemanfaatan Teknologi Tepat 

Guna (Laporan) 

2.13.05.2.01 - Pemberdayaan 

Lembaga Kemasyarakatan yang 

Bergerak di Bidang 

Pemberdayaan Desa dan 

Lembaga Adat Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota serta 

Pemberdayaan Masyarakat 

Hukum Adat yang Masyarakat 

Pelakunya Hukum Adat yang 

  



 

Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Tahun 2025-2029                      77 

 

  

NSPK DAN 

SASARAN 

RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

Sama dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

          Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan (RT, RW, 

PKK, Posyandu, LPM, dan 

Karang Taruna), Lembaga Adat 

Desa/Kelurahan dan 

Masyarakat Hukum Adat yang 

Ditingkatkan Kapasitasnya 

(Lembaga) 

2.13.05.2.01 - Pemberdayaan 

Lembaga Kemasyarakatan yang 

Bergerak di Bidang 

Pemberdayaan Desa dan 

Lembaga Adat Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota serta 

Pemberdayaan Masyarakat 

Hukum Adat yang Masyarakat 

Pelakunya Hukum Adat yang 

Sama dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 

Penataan, Pemberdayaan dan 

Pendayagunaan Kelembagaan 

Lembaga Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan (RT, RW, 

PKK, Posyandu, LPM, dan 

Karang Taruna), Lembaga Adat 

Desa/Kelurahan dan 

Masyarakat Hukum Adat 

(Dokumen) 

2.13.05.2.01.0002 - Fasilitasi 

Penataan, Pemberdayaan dan 

Pendayagunaan Kelembagaan 

Lembaga Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan (RT, RW, 

PKK, Posyandu, LPM, dan 

Karang Taruna), Lembaga Adat 

Desa/Kelurahan dan 

Masyarakat Hukum Adat 

  

          Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan (RT, RW, 

PKK, Posyandu, LPM, dan 

Karang Taruna), Lembaga Adat 

Desa/Kelurahan dan 

Masyarakat Hukum Adat yang 

Ditingkatkan Kapasitasnya 

(Lembaga) 

2.13.05.2.01.0003 - 

Peningkatan Kapasitas 

Kelembagaan Lembaga 

Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan (RT, RW, 

PKK, Posyandu, LPM, dan 

Karang Taruna), Lembaga Adat 

Desa/Kelurahan dan 

Masyarakat Hukum Adat 

  

          Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Pengembangan Usaha 

Ekonomi Masyarakat dan 

Pemerintah Desa dalam 

2.13.05.2.01.0005 - Fasilitasi 

Pengembangan Usaha Ekonomi 

Masyarakat dan Pemerintah 

Desa dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli Desa 
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NSPK DAN 

SASARAN 

RPJMD YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR 
PROGRAM / KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 

Meningkatkan Pendapatan Asli 

Desa (Dokumen) 

          Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 

Pemerintah Desa dalam 

Pemanfaatan Teknologi Tepat 

Guna (Laporan) 

2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi 

Pemerintah Desa dalam 

Pemanfaatan Teknologi Tepat 

Guna 

  

          Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 

Bulan Bhakti Gotong Royong 

Masyarakat (Laporan) 

2.13.05.2.01.0007 - Fasilitasi 

Bulan Bhakti Gotong Royong 

Masyarakat  

  

          Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Tim Penggerak PKK 

dalam Penyelenggaraan 

Gerakan Pemberdayaan 

Masyarakat dan Kesejahteraan 

Keluarga (Dokumen) 

2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi 

Tim Penggerak PKK dalam 

Penyelenggaraan Gerakan 

Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kesejahteraan Keluarga 

  

          Jumlah Keluarga yang 

Mengikuti Peningkatan 

Kesadaran Keluarga dalam 

Membangun Kerja Sama antar-

Keluarga, Warga, dan 

Kelompok Masyarakat 

(Keluarga) 

2.13.05.2.01.0010 - 

Peningkatan Kesadaran 

Keluarga dalam Membangun 

Kerja Sama antar-Keluarga, 

Warga, dan Kelompok 

Masyarakat 

  

          Jumlah Keluarga yang 

Mengikuti Peningkatan 

Kesadaran Keluarga dalam 

Peningkatan Pendidikan dan 

Keterampilan untuk 

Mewujudkan Sumber Daya 

Manusia yang Berkualitas dan 

Berdaya Saing (Keluarga) 

2.13.05.2.01.0011 - 

Peningkatan Kesadaran 

Keluarga dalam Peningkatan 

Pendidikan dan Keterampilan 

untuk Mewujudkan Sumber 

Daya Manusia yang Berkualitas 

dan Berdaya Saing 
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Tabel 4.3. Rancangan Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Tahun 2025-2030 

 

BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / 

OUTCOME / 

KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 

OUTPUT 

INDIKATOR 

OUTCOME / 

OUTPUT 

BASELIN

E TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 

KETERA

NGAN 
2026 2027 2028 2029 2030 

TAR

GET 
PAGU 

TA

RG

ET 

PAGU 
TAR

GET 
PAGU 

TAR

GET 
PAGU 

TAR

GET 
PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

2.13 -  URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DAN 

DESA 

      11.422.821.480,24   11.747.932.403,22   12.083.120.427,18   12.428.437.478,06   12.684.136.285,70     

2.13.01 - PROGRAM 

PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

      5.578.658.686,00   5.737.435.822,00   5.901.134.396,00   6.069.779.766,00   6.243.495.362,00     

Terpenuhinya kebutuhan 

pelayanan administrasi 

perkantoran 

Persentase Pemenuhan 

Kebutuhan Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

(%) 

100 100 5.578.658.686,00 100 5.737.435.822,00 100 5.901.134.396,00 100 6.069.779.766,00 100 6.243.495.362,00 

2.13.0.00.0.00.04.000

0 - DINAS 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

DAN KAMPUNG 

  

2.13.01.2.02 - Administrasi 

Keuangan Perangkat Daerah 
      2.804.265.486,00   3.083.123.520,00   3.086.206.643,00   3.086.206.643,00   3.001.673.290,00     

Persentase Administrasi 

Keuangan Perangkat Daerah 

Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN 

(Orang/bulan) 

25 108 2.804.265.486,00 108 3.083.123.520,00 108 3.086.206.643,00 108 3.086.206.643,00 108 3.001.673.290,00     

2.13.01.2.02.0001 - 

Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 

      2.804.265.486,00   3.083.123.520,00   3.086.206.643,00   3.086.206.643,00   3.001.673.290,00     

Tersedianya Gaji dan 

Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN 

(Orang/bulan) 

25 108 2.804.265.486,00 108 3.083.123.520,00 108 3.086.206.643,00 108 3.086.206.643,00 108 3.001.673.290,00     

2.13.01.2.05 - Administrasi 

Kepegawaian Perangkat 

Daerah 

      0,00   0,00   50.000.000,00   0,00   55.000.000,00     

Persentase Tingkat 

Kepatuhan Aparatur 

Jumlah Paket Pakaian 

Dinas beserta Atribut 

Kelengkapan (Paket) 

25 0 0,00 0 0,00 50 50.000.000,00 0 0,00 52 55.000.000,00     

2.13.01.2.05.0002 - 

Pengadaan Pakaian Dinas 

beserta Atribut 

Kelengkapannya 

      0,00   0,00   50.000.000,00   0,00   55.000.000,00     

Tersedianya Pakaian Dinas 

beserta Atribut Kelengkapan  

Jumlah Paket Pakaian 

Dinas beserta Atribut 

Kelengkapan (Paket) 

25 0 0,00 0 0,00 50 50.000.000,00 0 0,00 52 55.000.000,00     

2.13.01.2.06 - Administrasi 

Umum Perangkat Daerah 
      404.055.700,00   490.886.770,00   431.317.658,00   505.515.816,00   362.973.828,00     

Tersedianya Administrasi 

Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Bahan 

Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan 

yang Disediakan 

(Dokumen) 

1 1 404.055.700,00 1 490.886.770,00 1 431.317.658,00 1 505.515.816,00 1 362.973.828,00     

  

Jumlah Paket Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan yang 

Disediakan (Paket) 

13 13   13   13   13   13       
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BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / 

OUTCOME / 

KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 

OUTPUT 

INDIKATOR 

OUTCOME / 

OUTPUT 

BASELIN

E TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 

KETERA

NGAN 

2026 2027 2028 2029 2030 

TAR

GET 
PAGU 

TA

RG

ET 

PAGU 
TAR

GET 
PAGU 

TAR

GET 
PAGU 

TAR

GET 
PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

  

Jumlah Paket Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 

Disediakan (Paket) 

0 0   2   0   3           

  

Jumlah Paket Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan (Paket) 

0 0   2   0   3   0       

  

Jumlah Paket Bahan 

Logistik Kantor yang 

Disediakan (Paket) 

69 69   69   69   69   69       

  

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

(Laporan) 

580 275   300   315   325   330       

2.13.01.2.06.0001 - 

Penyediaan Komponen 

Instalasi 

 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

      0,00   30.000.000,00   0,00   35.000.000,00   0,00     

Tersedianya Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

Jumlah Paket Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 

Disediakan (Paket) 

0 0 0,00 2 30.000.000,00 0 0,00 3 35.000.000,00   0,00     

2.13.01.2.06.0002 - 

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

      0,00   30.000.000,00   0,00   35.000.000,00   0,00     

Tersedianya Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan (Paket) 

0 0 0,00 2 30.000.000,00 0 0,00 3 35.000.000,00 0 0,00     

2.13.01.2.06.0004 - 

Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor 

      106.900.000,00   108.503.500,00   108.612.004,00   108.720.616,00   78.720.616,00     

Tersedianya Bahan Logistik 

Kantor 

Jumlah Paket Bahan 

Logistik Kantor yang 

Disediakan (Paket) 

69 69 106.900.000,00 69 108.503.500,00 69 108.612.004,00 69 108.720.616,00 69 78.720.616,00     

2.13.01.2.06.0005 - 

Penyediaan Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

      52.100.000,00   52.881.500,00   52.934.382,00   52.987.316,00   52.990.303,00     

Tersedianya Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan yang 

Disediakan (Paket) 

13 13 52.100.000,00 13 52.881.500,00 13 52.934.382,00 13 52.987.316,00 13 52.990.303,00     

2.13.01.2.06.0006 - 

Penyediaan Bahan Bacaan 

dan Peraturan Perundang-

undangan 

      700.000,00   710.500,00   711.211,00   711.922,00   712.634,00     

Tersedianya Bahan Bacaan 

dan Peraturan Perundang-

undangan 

Jumlah Dokumen Bahan 

Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan 

yang Disediakan 

(Dokumen) 

1 1 700.000,00 1 710.500,00 1 711.211,00 1 711.922,00 1 712.634,00     

2.13.01.2.06.0009 - 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

      244.355.700,00   268.791.270,00   269.060.061,00   273.095.962,00   230.550.275,00     
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BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / 

OUTCOME / 

KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 

OUTPUT 

INDIKATOR 

OUTCOME / 

OUTPUT 

BASELIN

E TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 

KETERA

NGAN 

2026 2027 2028 2029 2030 

TAR

GET 
PAGU 

TA

RG

ET 

PAGU 
TAR

GET 
PAGU 

TAR

GET 
PAGU 

TAR

GET 
PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Terlaksananya 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

(Laporan) 

580 275 244.355.700,00 300 268.791.270,00 315 269.060.061,00 325 273.095.962,00 330 230.550.275,00     

2.13.01.2.07 - Pengadaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

      7.112.500,00   0,00   91.574.401,00   85.000.000,00   70.000.000,00     

Tersedianya Pengadaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

Jumlah Paket Mebel yang 

Disediakan (Unit) 
24 1 7.112.500,00 0 0,00 0 91.574.401,00 3 85.000.000,00 7 70.000.000,00     

  

Jumlah Unit Gedung 

Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang Disediakan 

(Unit) 

1 1   0   1   0   0       

  

Jumlah Unit Peralatan 

dan Mesin Lainnya yang 

Disediakan (Unit) 

24 1   0   0   3   0       

  

Jumlah Unit Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya 

yang Disediakan (Unit) 

0 0   0   0   1   0       

2.13.01.2.07.0005 - 

Pengadaan Mebel 
      1.400.000,00   0,00   30.000.000,00   30.000.000,00   70.000.000,00     

Tersedianya Mebel 
Jumlah Paket Mebel yang 

Disediakan (Unit) 
24 1 1.400.000,00 0 0,00 0 30.000.000,00 3 30.000.000,00 7 70.000.000,00     

2.13.01.2.07.0006 - 

Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

      4.312.500,00   0,00   0,00   30.000.000,00   0,00     

Tersedianya Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan 

dan Mesin Lainnya yang 

Disediakan (Unit) 

24 1 4.312.500,00 0 0,00 0 0,00 3 30.000.000,00 0 0,00     

2.13.01.2.07.0009 - 

Pengadaan Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya 

      1.400.000,00   0,00   61.574.401,00   0,00   0,00     

Tersedianya Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Gedung 

Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang Disediakan 

(Unit) 

1 1 1.400.000,00 0 0,00 1 61.574.401,00 0 0,00 0 0,00     

2.13.01.2.07.0010 - 

Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya 

      0,00   0,00   0,00   25.000.000,00   0,00     

Tersedianya Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya 

yang Disediakan (Unit) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 25.000.000,00 0 0,00     

2.13.01.2.08 - Penyediaan 

Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

      2.199.700.000,00   2.029.198.532,00   2.037.644.468,00   2.041.095.100,00   2.516.521.607,00     

Tersedianya Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan 

(Laporan) 

0 0 2.199.700.000,00 0 2.029.198.532,00 5 2.037.644.468,00 5 2.041.095.100,00 5 2.516.521.607,00     
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BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / 

OUTCOME / 

KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 

OUTPUT 

INDIKATOR 

OUTCOME / 

OUTPUT 

BASELIN

E TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 

KETERA

NGAN 

2026 2027 2028 2029 2030 

TAR

GET 
PAGU 

TA

RG

ET 

PAGU 
TAR

GET 
PAGU 

TAR

GET 
PAGU 

TAR

GET 
PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

  

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan (Laporan) 

2 2   2   2   2   2       

  

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 

yang Disediakan 

(Laporan) 

1 1   1   1   1   1       

  

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat (Laporan) 

1 1   1   1   1   1       

2.13.01.2.08.0001 - 

Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 

      4.200.000,00   4.263.000,00   4.326.945,00   4.391.849,00   4.457.727,00     

Terlaksananya Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat (Laporan) 

1 1 4.200.000,00 1 4.263.000,00 1 4.326.945,00 1 4.391.849,00 1 4.457.727,00     

2.13.01.2.08.0002 - 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik 

      95.500.000,00   96.932.500,00   98.386.488,00   99.862.285,00   101.360.219,00     

Tersedianya Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan (Laporan) 

2 2 95.500.000,00 2 96.932.500,00 2 98.386.488,00 2 99.862.285,00 2 101.360.219,00     

2.13.01.2.08.0003 - 

Penyediaan Jasa Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor 

      0,00   0,00   25.000.000,00   25.000.000,00   25.000.000,00     

Tersedianya Jasa Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan 

(Laporan) 

0 0 0,00 0 0,00 5 25.000.000,00 5 25.000.000,00 5 25.000.000,00     

2.13.01.2.08.0004 - 

Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor 

      2.100.000.000,00   1.928.003.032,00   1.909.931.035,00   1.911.840.966,00   2.385.703.661,00     

Tersedianya Jasa Pelayanan 

Umum Kantor 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 

yang Disediakan 

(Laporan) 

1 1 2.100.000.000,00 1 1.928.003.032,00 1 1.909.931.035,00 1 1.911.840.966,00 1 2.385.703.661,00     

2.13.01.2.09 - Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

      163.525.000,00   134.227.000,00   204.391.226,00   351.962.207,00   237.326.637,00     

Tersedianya Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Jumlah Gedung Kantor 

dan Bangunan Lainnya 

yang 

Dipelihara/Direhabilitasi 

(Unit) 

1 0 163.525.000,00 0 134.227.000,00 1 204.391.226,00 1 351.962.207,00 1 237.326.637,00     

  

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya (Unit) 

6 6   6   6   6   6       
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BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / 

OUTCOME / 

KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 

OUTPUT 

INDIKATOR 

OUTCOME / 

OUTPUT 

BASELIN

E TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 

KETERA

NGAN 

2026 2027 2028 2029 2030 

TAR

GET 
PAGU 

TA

RG

ET 

PAGU 
TAR

GET 
PAGU 

TAR

GET 
PAGU 

TAR

GET 
PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

  

Jumlah Peralatan dan 

Mesin Lainnya yang 

Dipelihara  (Unit) 

39 28   25   30   30   30       

  

Jumlah Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 

yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya 

(Unit) 

6 6   6   6   6   6       

2.13.01.2.09.0001 - 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan 

      28.600.000,00   29.029.000,00   29.058.029,00   29.087.087,00   29.116.174,00     

Tersedianya Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan 

Jumlah Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 

yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya 

(Unit) 

6 6 28.600.000,00 6 29.029.000,00 6 29.058.029,00 6 29.087.087,00 6 29.116.174,00     

2.13.01.2.09.0002 - 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

      106.900.000,00   78.503.500,00   98.612.002,00   93.710.615,00   180.423.716,00     

Tersedianya Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya (Unit) 

6 6 106.900.000,00 6 78.503.500,00 6 98.612.002,00 6 93.710.615,00 6 180.423.716,00     

2.13.01.2.09.0006 - 

Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

      26.300.000,00   26.694.500,00   26.721.195,00   26.747.916,00   26.774.664,00     

Terlaksananya Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin 

Lainnya 

Jumlah Peralatan dan 

Mesin Lainnya yang 

Dipelihara  (Unit) 

39 28 26.300.000,00 25 26.694.500,00 30 26.721.195,00 30 26.747.916,00 30 26.774.664,00     

2.13.01.2.09.0009 - 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

      1.725.000,00   0,00   50.000.000,00   202.416.589,00   1.012.083,00     

Terlaksananya 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor 

dan Bangunan Lainnya 

yang 

Dipelihara/Direhabilitasi 

(Unit) 

1 0 1.725.000,00 0 0,00 1 50.000.000,00 1 202.416.589,00 1 1.012.083,00     

2.13.02 - PROGRAM 

PENATAAN DESA 
      161.029.844,24   165.612.999,22   170.338.213,18   175.206.218,06   180.220.576,70     

Meningkatnya kualitas 

penataan desa 

Persentase Fasilitasi 

Penataan Desa 

(Persentase) 

60 70 161.029.844,24 80 165.612.999,22 90 170.338.213,18 100 175.206.218,06 100 180.220.576,70 

2.13.0.00.0.00.04.000

0 - DINAS 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

DAN KAMPUNG 

  

2.13.02.2.01 - 

Penyelenggaraan Penataan 

Desa 

      161.029.844,24   165.612.999,22   170.338.213,18   175.206.218,06   180.220.576,70     
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BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / 

OUTCOME / 

KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 

OUTPUT 

INDIKATOR 

OUTCOME / 

OUTPUT 

BASELIN

E TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 

KETERA

NGAN 

2026 2027 2028 2029 2030 

TAR

GET 
PAGU 

TA

RG

ET 

PAGU 
TAR

GET 
PAGU 

TAR

GET 
PAGU 

TAR

GET 
PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Persentase Penyelenggaraan 

Penataan Desa 

Jumlah Desa yang 

Terfasilitasi Penamaan 

dan Kode Desa (Desa) 

0 0 161.029.844,24 0 165.612.999,22 0 170.338.213,18 0 175.206.218,06 10 180.220.576,70     

  

Jumlah Desa yang 

Melakukan Pembentukan, 

Penghapusan, 

Penggabungan, dan 

Perubahan Status Desa 

(Desa) 

6 8   6   0   0   4       

  

Jumlah Desa yang 

Terfasilitasi Penataan 

Kewenangannya (Desa) 

0 0   0   0   6   0       

  

Jumlah Desa yang 

Terfasilitasi Penataan 

Wilayahnya (Desa) 

0 0   0   0   6   0       

  

Jumlah Laporan Hasil 

Penetapan Kesatuan 

Masyarakat Hukum Adat 

dan Desa Adat 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

(Laporan) 

0 0   0   1   0   8       

  

Jumlah Sarana dan 

Prasarana Desa yang 

terfasilitasi (Unit) 

0 0   0   1   0   0       

2.13.02.2.01.0001 - 

Pembentukan, Penghapusan, 

Penggabungan, dan 

Perubahan Status Desa 

      161.029.844,24   165.612.999,22   0,00   0,00   60.220.577,00     

Terlaksananya 

Pembentukan, Penghapusan, 

Penggabungan, dan 

Perubahan Status Desa 

Jumlah Desa yang 

Melakukan Pembentukan, 

Penghapusan, 

Penggabungan, dan 

Perubahan Status Desa 

(Desa) 

6 8 161.029.844,24 6 165.612.999,22 0 0,00 0 0,00 4 60.220.577,00     

2.13.02.2.01.0002 - 

Fasilitasi Tata Wilayah Desa 
      0,00   0,00   0,00   87.389.187,00   0,00     

Terlaksananya Fasilitasi 

Penataan Wilayah Desa 

Jumlah Desa yang 

Terfasilitasi Penataan 

Wilayahnya (Desa) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 87.389.187,00 0 0,00     

2.13.02.2.01.0003 - 

Fasilitasi Penataan 

Kewenangan Desa 

      0,00   0,00   0,00   87.817.031,06   0,00     

Terlaksananya Fasilitasi 

Penataan Kewenangan Desa 

Jumlah Desa yang 

Terfasilitasi Penataan 

Kewenangannya (Desa) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 87.817.031,06 0 0,00     

2.13.02.2.01.0004 - 

Fasilitasi Penamaan dan 

Kode Desa 

      0,00   0,00   0,00   0,00   60.000.000,00     

Terlaksananya Fasilitasi 

Penamaan dan Kode Desa 

Jumlah Desa yang 

Terfasilitasi Penamaan 

dan Kode Desa (Desa) 

0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 60.000.000,00     

2.13.02.2.01.0005 - 

Fasilitasi Penetapan 

Kesatuan Masyarakat 

Hukum Adat dan Desa Adat 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

      0,00   0,00   11.696.964,00   0,00   59.999.999,70     
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BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / 

OUTCOME / 

KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
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OUTCOME / 
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E TAHUN 
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NGAN 
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GET 
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PAGU 

TAR

GET 
PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Terlaksananya Fasilitasi 

Penetapan Kesatuan 

Masyarakat Hukum Adat 

dan Desa Adat Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Laporan Hasil 

Penetapan Kesatuan 

Masyarakat Hukum Adat 

dan Desa Adat 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

(Laporan) 

0 0 0,00 0 0,00 1 11.696.964,00 0 0,00 8 59.999.999,70     

2.13.02.2.01.0006 - 

Fasilitasi Sarana dan 

Prasarana Desa 

      0,00   0,00   158.641.249,18   0,00   0,00     

Terfasilitasinya Sarana dan 

Prasarana Desa 

Jumlah Sarana dan 

Prasarana Desa yang 

terfasilitasi (Unit) 

0 0 0,00 0 0,00 1 158.641.249,18 0 0,00 0 0,00     

2.13.03 - PROGRAM 

PENINGKATAN KERJA 

SAMA DESA 

      200.000.000,00   205.692.305,00   211.561.048,00   217.607.138,00   223.835.001,00     

Meningkatnya efektivitas 

kerjasama desa 

Persentase Fasilitasi 

Kerjasama Desa 

(Persentase) 

15 43,84 200.000.000,00 
60,2

7 
205.692.305,00 79,45 211.561.048,00 87,67 217.607.138,00 100,00 223.835.001,00 

2.13.0.00.0.00.04.000

0 - DINAS 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

DAN KAMPUNG 

  

2.13.03.2.01 - Fasilitasi 

Kerja Sama antar Desa 
      200.000.000,00   205.692.305,00   211.561.048,00   217.607.138,00   223.835.001,00     

Persentase Fasilitasi Kerja 

sama antar Desa 

Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Pembangunan 

Kawasan Perdesaan 

(Dokumen) 

1 1 200.000.000,00 1 205.692.305,00 1 211.561.048,00 1 217.607.138,00 1 223.835.001,00     

  

Jumlah Dokumen Kerja 

Sama Antar Desa dalam 

Kabupaten/Kota 

(Dokumen) 

0 21   11   12   5   8       

  

Jumlah Dokumen Kerja 

Sama Antar Desa dengan 

Pihak Ketiga dalam 

Kabupaten/Kota 

(Dokumen) 

0 13   10   11   5   7       

2.13.03.2.01.0001 - 

Fasilitasi Kerja Sama Antar 

Desa dalam Kabupaten/Kota 

      50.000.000,00   50.000.000,00   50.050.000,00   50.100.050,00   50.150.150,00     

Terlaksananya Fasilitasi 

Kerja Sama Antar Desa 

dalam Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Kerja 

Sama Antar Desa dalam 

Kabupaten/Kota 

(Dokumen) 

0 21 50.000.000,00 11 50.000.000,00 12 50.050.000,00 5 50.100.050,00 8 50.150.150,00     

2.13.03.2.01.0002 - 

Fasilitasi Kerja Sama Antar 

Desa dengan Pihak Ketiga 

dalam Kabupaten/Kota 

      50.000.000,00   55.692.305,00   55.747.997,00   55.803.745,00   55.859.549,00     

Terfasilitasinya Kerja Sama 

Antar Desa dengan Pihak 

Ketiga dalam 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Kerja 

Sama Antar Desa dengan 

Pihak Ketiga dalam 

Kabupaten/Kota 

(Dokumen) 

0 13 50.000.000,00 10 55.692.305,00 11 55.747.997,00 5 55.803.745,00 7 55.859.549,00     

2.13.03.2.01.0003 - 

Fasilitasi Pembangunan 

Kawasan Perdesaan 

      100.000.000,00   100.000.000,00   105.763.051,00   111.703.343,00   117.825.302,00     
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BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / 

OUTCOME / 

KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 

OUTPUT 

INDIKATOR 

OUTCOME / 

OUTPUT 

BASELIN

E TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 

KETERA

NGAN 

2026 2027 2028 2029 2030 

TAR

GET 
PAGU 

TA

RG

ET 

PAGU 
TAR

GET 
PAGU 

TAR

GET 
PAGU 

TAR

GET 
PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Terlaksananya Fasilitasi 

Pembangunan Kawasan 

Perdesaan 

Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Pembangunan 

Kawasan Perdesaan 

(Dokumen) 

1 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 105.763.051,00 1 111.703.343,00 1 117.825.302,00     

2.13.04 - PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN DESA 

      3.434.904.000,00   3.532.666.607,00   3.633.459.452,00   3.737.298.152,00   3.744.258.701,00     

Meningkatnya kualitas 

pembinaan dan pengawasan 

pemerintahan desa 

Persentase Fasilitasi Tata 

Kelola Desa (Persentase) 
41 52,46 3.434.904.000,00 

65,5

7 
3.532.666.607,00 77,05 3.633.459.452,00 88,52 3.737.298.152,00 100,00 3.744.258.701,00 

2.13.0.00.0.00.04.000

0 - DINAS 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

DAN KAMPUNG 

  

  

Persentase Aparatur Desa 

dan Anggota BPD yang 

Ditingkatkan 

Kapasitasnya (Persentase) 

45 56,27   
67,2

0 
  78,14   89,07   100,00       

2.13.04.2.01 - Pembinaan 

dan Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan 

Desa 

      3.434.904.000,00   3.532.666.607,00   3.633.459.452,00   3.737.298.152,00   3.744.258.701,00     

Persentase Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan 

Desa 

Jumlah Dokumen 

Penyelenggaraan 

Administrasi 

Pemerintahan Desa 

(Dokumen) 

2 1 3.434.904.000,00 0 3.532.666.607,00 1 3.633.459.452,00 1 3.737.298.152,00 1 3.744.258.701,00     

  

Jumlah Anggota BPD 

yang Mengikuti 

Pembinaan Peningkatan 

Kapasitas (Orang) 

0 0   0   122   122   122       

  

Jumlah Aparatur 

Pemerintah Desa yang 

Mengikuti Pembinaan 

Peningkatan Kapasitas 

(Orang) 

267 267   267   267   267   267       

  

Jumlah Laporan Hasil 

Penyelenggaraan 

Pemilihan, Pengangkatan 

dan Pemberhentian 

Kepala Desa (Laporan) 

0 0   59   0   45   0       

  

Jumlah Laporan Hasil 

Fasilitasi Pembinaan 

Laporan Kepala Desa 

(Laporan) 

1 1   0   0   0   1       

  

Jumlah Dokumen Profil 

Desa yang tersusun 

(Dokumen) 

0 0   0   122   0   122       

  

Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Pengelolaan 

Aset Desa (Dokumen) 

0 0   0   122   0   122       

  

Jumlah Dokumen Hasil 

Pembinaan dan 

Pemberdayaan BUM 

Desa dan Lembaga Kerja 

Sama antar Desa 

(Dokumen) 

1 1   1   1   1   1       
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BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / 

OUTCOME / 

KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 

OUTPUT 

INDIKATOR 

OUTCOME / 

OUTPUT 

BASELIN

E TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 

KETERA

NGAN 

2026 2027 2028 2029 2030 

TAR

GET 
PAGU 

TA

RG

ET 

PAGU 
TAR

GET 
PAGU 

TAR

GET 
PAGU 

TAR

GET 
PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

  

Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Penyusunan 

Produk Hukum Desa 

(Dokumen) 

0 0   0   122   0   0       

  

Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Penyusunan 

Perencanaan 

Pembangunan Desa 

(Dokumen) 

0 0   0   1   0   0       

  

Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Pengelolaan 

Keuangan Desa 

(Dokumen) 

46 1   1   1   1   1       

  

Jumlah Desa yang 

Difasilitasi dalam 

Penetapan Dan Penegasan 

Batas Desa (Desa) 

0 0   6   6   6   6       

  

Jumlah Dokumen Hasil 

Evaluasi Perkembangan 

Desa serta Lomba Desa 

dan Kelurahan 

(Dokumen) 

1 1   1   1   1   1       

  

Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Manajemen 

Pemerintahan Desa 

(Dokumen) 

2 1   1   1   1   1       

2.13.04.2.01.0001 - 

Fasilitasi Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan 

Desa 

      515.400.000,00   0,00   125.000.000,00   150.000.000,00   152.250.000,00     

Terlaksananya 

Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan 

Desa 

Jumlah Dokumen 

Penyelenggaraan 

Administrasi 

Pemerintahan Desa 

(Dokumen) 

2 1 515.400.000,00 0 0,00 1 125.000.000,00 1 150.000.000,00 1 152.250.000,00     

2.13.04.2.01.0002 - 

Fasilitasi Penyusunan 

Produk Hukum Desa 

      0,00   0,00   175.000.000,00   0,00   0,00     

Terlaksananya Fasilitasi 

Penyusunan Produk Hukum 

Desa 

Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Penyusunan 

Produk Hukum Desa 

(Dokumen) 

0 0 0,00 0 0,00 122 175.000.000,00 0 0,00 0 0,00     

2.13.04.2.01.0003 - 

Fasilitasi Penyusunan 

Perencanaan Pembangunan 

Desa 

      0,00   0,00   118.548.518,00   0,00   0,00     

Terlaksananya Fasilitasi 

Penyusunan Perencanaan 

Pembangunan Desa 

Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Penyusunan 

Perencanaan 

Pembangunan Desa 

(Dokumen) 

0 0 0,00 0 0,00 1 118.548.518,00 0 0,00 0 0,00     

2.13.04.2.01.0004 - 

Fasilitasi Pengelolaan 

Keuangan Desa 

      2.024.124.000,00   1.704.485.860,00   1.710.502.545,00   1.736.160.084,00   1.762.202.485,00     

Terlaksananya Fasilitasi 

Pengelolaan Keuangan Desa 

Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Pengelolaan 

Keuangan Desa 

(Dokumen) 

46 1 2.024.124.000,00 1 1.704.485.860,00 1 1.710.502.545,00 1 1.736.160.084,00 1 1.762.202.485,00     

2.13.04.2.01.0005 - 

Pembinaan Peningkatan 
      5.125.000,00   74.071.938,00   75.183.017,00   210.558.516,00   200.000.000,00     
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BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / 

OUTCOME / 

KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 

OUTPUT 

INDIKATOR 

OUTCOME / 

OUTPUT 

BASELIN

E TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 

KETERA

NGAN 

2026 2027 2028 2029 2030 

TAR

GET 
PAGU 

TA

RG

ET 

PAGU 
TAR

GET 
PAGU 

TAR

GET 
PAGU 

TAR

GET 
PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Kapasitas Aparatur 

Pemerintah Desa 

Terlaksananya Pembinaan 

Peningkatan Kapasitas 

Aparatur Pemerintah Desa 

Jumlah Aparatur 

Pemerintah Desa yang 

Mengikuti Pembinaan 

Peningkatan Kapasitas 

(Orang) 

267 267 5.125.000,00 267 74.071.938,00 267 75.183.017,00 267 210.558.516,00 267 200.000.000,00     

2.13.04.2.01.0008 - 

Pembinaan dan 

Pemberdayaan BUM Desa 

dan Lembaga Kerja Sama 

antar Desa 

      305.770.000,00   310.356.550,00   315.011.898,00   315.326.910,00   320.056.814,00     

Terlaksananya Pembinaan 

dan Pemberdayaan BUM 

Desa dan Lembaga Kerja 

Sama antar Desa 

Jumlah Dokumen Hasil 

Pembinaan dan 

Pemberdayaan BUM 

Desa dan Lembaga Kerja 

Sama antar Desa 

(Dokumen) 

1 1 305.770.000,00 1 310.356.550,00 1 315.011.898,00 1 315.326.910,00 1 320.056.814,00     

2.13.04.2.01.0009 - 

Penyelenggaraan Pemilihan, 

Pengangkatan dan 

Pemberhentian Kepala Desa 

      0,00   1.014.182.334,00   0,00   775.252.642,00   0,00     

Terselenggarakannya 

Pemilihan, Pengangkatan 

dan Pemberhentian Kepala 

Desa 

Jumlah Laporan Hasil 

Penyelenggaraan 

Pemilihan, Pengangkatan 

dan Pemberhentian 

Kepala Desa (Laporan) 

0 0 0,00 59 1.014.182.334,00 0 0,00 45 775.252.642,00 0 0,00     

2.13.04.2.01.0011 - 

Fasilitasi Penyusunan Profil 

Desa  

      0,00   0,00   200.000.000,00   0,00   200.000.000,00     

Terlaksananya Fasilitasi 

Penyusunan Profil Desa 

Jumlah Dokumen Profil 

Desa yang tersusun 

(Dokumen) 

0 0 0,00 0 0,00 122 200.000.000,00 0 0,00 122 200.000.000,00     

2.13.04.2.01.0012 - 

Fasilitasi Manajemen 

Pemerintahan Desa 

      304.995.000,00   259.569.925,00   263.463.474,00   150.000.000,00   175.000.000,00     

Terlaksananya Fasilitasi 

Manajemen Pemerintahan 

Desa 

Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Manajemen 

Pemerintahan Desa 

(Dokumen) 

2 1 304.995.000,00 1 259.569.925,00 1 263.463.474,00 1 150.000.000,00 1 175.000.000,00     

2.13.04.2.01.0013 - 

Fasilitasi Pengelolaan Aset 

Desa 

      0,00   0,00   200.000.000,00   0,00   250.000.000,00     

Terlaksananya Fasilitasi 

Pengelolaan Aset Desa 

Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Pengelolaan 

Aset Desa (Dokumen) 

0 0 0,00 0 0,00 122 200.000.000,00 0 0,00 122 250.000.000,00     

2.13.04.2.01.0014 - 

Pembinaan Peningkatan 

Kapasitas Anggota BPD 

      0,00   0,00   200.000.000,00   150.000.000,00   200.000.000,00     

Terlaksananya Pembinaan 

Peningkatan Kapasitas 

Anggota BPD 

Jumlah Anggota BPD 

yang Mengikuti 

Pembinaan Peningkatan 

Kapasitas (Orang) 

0 0 0,00 0 0,00 122 200.000.000,00 122 150.000.000,00 122 200.000.000,00     
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GET 
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GET 
PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

2.13.04.2.01.0015 - 

Fasilitasi Penetapan dan 

Penegasan Batas Desa 

      0,00   120.000.000,00   200.000.000,00   100.000.000,00   150.000.000,00     

Terlaksananya Fasilitasi 

Penetapan dan Penegasan 

Batas Desa 

Jumlah Desa yang 

Difasilitasi dalam 

Penetapan Dan Penegasan 

Batas Desa (Desa) 

0 0 0,00 6 120.000.000,00 6 200.000.000,00 6 100.000.000,00 6 150.000.000,00     

2.13.04.2.01.0016 - 

Fasilitasi Pembinaan 

Laporan Kepala Desa 

      229.490.000,00   0,00   0,00   0,00   96.684.902,00     

Terlaksananya Fasilitasi 

Pembinaan Laporan Kepala 

Desa 

Jumlah Laporan Hasil 

Fasilitasi Pembinaan 

Laporan Kepala Desa 

(Laporan) 

1 1 229.490.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 96.684.902,00     

2.13.04.2.01.0018 - 

Fasilitasi Evaluasi 

Perkembangan Desa serta 

Lomba Desa dan Kelurahan 

      50.000.000,00   50.000.000,00   50.750.000,00   150.000.000,00   238.064.500,00     

Terlaksananya Fasilitasi 

Evaluasi Perkembangan 

Desa serta Lomba Desa dan 

Kelurahan 

Jumlah Dokumen Hasil 

Evaluasi Perkembangan 

Desa serta Lomba Desa 

dan Kelurahan 

(Dokumen) 

1 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.750.000,00 1 150.000.000,00 1 238.064.500,00     

2.13.05 - PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

LEMBAGA 

KEMASYARAKATAN, 

LEMBAGA ADAT DAN 

MASYARAKAT HUKUM 

ADAT 

      2.048.228.950,00   2.106.524.670,00   2.166.627.318,00   2.228.546.204,00   2.292.326.645,00     

Meningkatnya kapasitas 

Lembaga Kemasyarakatan, 

Lembaga Adat dan 

Masarakat Hukum Adat 

dalam pembangunan 

Persentase Fasilitasi 

Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan Desa 

(LKD) (Persentase) 

42,86 57,14 2.048.228.950,00 
71,4

3 
2.106.524.670,00 85,71 2.166.627.318,00 100,00 2.228.546.204,00 100,00 2.292.326.645,00 

2.13.0.00.0.00.04.000

0 - DINAS 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

DAN KAMPUNG 

  

  

Persentase Fasilitasi 

Pemberdayaan Lembaga 

Adat Desa dan Lembaga 

Masyarakat Hukum Adat 

(Persentase) 

68,75 75,00   
81,2

5 
  87,50   93,75   100,00       

2.13.05.2.01 - 

Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan yang 

Bergerak di Bidang 

Pemberdayaan Desa dan 

Lembaga Adat Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota 

serta Pemberdayaan 

Masyarakat Hukum Adat 

yang Masyarakat Pelakunya 

Hukum Adat yang Sama 

dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

      2.048.228.950,00   2.106.524.670,00   2.166.627.318,00   2.228.546.204,00   2.292.326.645,00     



 

Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Tahun 2025-2029                      90 

 

  

BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / 

OUTCOME / 

KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 

OUTPUT 

INDIKATOR 

OUTCOME / 

OUTPUT 

BASELIN

E TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 

KETERA

NGAN 

2026 2027 2028 2029 2030 

TAR

GET 
PAGU 

TA

RG

ET 

PAGU 
TAR

GET 
PAGU 

TAR

GET 
PAGU 

TAR

GET 
PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Persentase Pemberdayaan 

Lembaga Kemasyarakatan 

yang Bergerak di Bidang 

Pemberdayaan Desa dan 

Lembaga Adat Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota 

serta Pemberdayaan 

Masyarakat Hukum Adat 

yang Masyarakat Pelakunya 

Hukum Adat yang Sama 

dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Laporan Hasil 

Fasilitasi Bulan Bhakti 

Gotong Royong 

Masyarakat (Laporan) 

1 1 2.048.228.950,00 1 2.106.524.670,00 1 2.166.627.318,00 1 2.228.546.204,00 1 2.292.326.645,00     

  

Jumlah Keluarga yang 

Mengikuti Peningkatan 

Kesadaran Keluarga 

dalam Peningkatan 

Pendidikan dan 

Keterampilan untuk 

Mewujudkan Sumber 

Daya Manusia yang 

Berkualitas dan Berdaya 

Saing (Keluarga) 

0 0   0   0       14       

  

Jumlah Keluarga yang 

Mengikuti Peningkatan 

Kesadaran Keluarga 

dalam Membangun Kerja 

Sama antar-Keluarga, 

Warga, dan Kelompok 

Masyarakat (Keluarga) 

0 0   14   0   0   14       

  

Jumlah Dokumen Hasil 

Penataan, Pemberdayaan 

dan Pendayagunaan 

Kelembagaan Lembaga 

Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan (RT, 

RW, PKK, Posyandu, 

LPM, dan Karang 

Taruna), Lembaga Adat 

Desa/Kelurahan dan 

Masyarakat Hukum Adat 

(Dokumen) 

2 2   2   2   2   2       

  

Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Pengembangan 

Usaha Ekonomi 

Masyarakat dan 

Pemerintah Desa dalam 

Meningkatkan 

Pendapatan Asli Desa 

(Dokumen) 

47 1   1   1   1   1       

  

Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Tim Penggerak 

PKK dalam 

Penyelenggaraan Gerakan 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Kesejahteraan Keluarga 

(Dokumen) 

1 1   1   1   1   1       
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ET 
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PAGU 

TAR
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(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

  

Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan (RT, 

RW, PKK, Posyandu, 

LPM, dan Karang 

Taruna), Lembaga Adat 

Desa/Kelurahan dan 

Masyarakat Hukum Adat 

yang Ditingkatkan 

Kapasitasnya (Lembaga) 

1 1   1   1   1   1       

  

Jumlah Laporan Hasil 

Fasilitasi Pemerintah 

Desa dalam Pemanfaatan 

Teknologi Tepat Guna 

(Laporan) 

1 1   1   1   1   1       

2.13.05.2.01.0002 - 

Fasilitasi Penataan, 

Pemberdayaan dan 

Pendayagunaan 

Kelembagaan Lembaga 

Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan (RT, RW, 

PKK, Posyandu, LPM, dan 

Karang Taruna), Lembaga 

Adat Desa/Kelurahan dan 

Masyarakat Hukum Adat 

      7.500.000,00   7.612.500,00   7.726.688,00   97.842.588,00   99.310.227,00     

Terlaksananya Penataan, 

Pemberdayaan dan 

Pendayagunaan 

Kelembagaan Lembaga 

Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan (RT, RW, 

PKK, Posyandu, LPM, dan 

Karang Taruna), Lembaga 

Adat Desa/Kelurahan dan 

Masyarakat Hukum Adat 

Jumlah Dokumen Hasil 

Penataan, Pemberdayaan 

dan Pendayagunaan 

Kelembagaan Lembaga 

Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan (RT, 

RW, PKK, Posyandu, 

LPM, dan Karang 

Taruna), Lembaga Adat 

Desa/Kelurahan dan 

Masyarakat Hukum Adat 

(Dokumen) 

2 2 7.500.000,00 2 7.612.500,00 2 7.726.688,00 2 97.842.588,00 2 99.310.227,00     

2.13.05.2.01.0003 - 

Peningkatan Kapasitas 

Kelembagaan Lembaga 

Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan (RT, RW, 

PKK, Posyandu, LPM, dan 

Karang Taruna), Lembaga 

Adat Desa/Kelurahan dan 

Masyarakat Hukum Adat 

      2.587.500,00   2.626.313,00   2.665.707,00   100.968.907,00   102.483.441,00     

Meningkatnya Kapasitas 

Kelembagaan Lembaga 

Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan (RT, RW, 

PKK, Posyandu, LPM, dan 

Karang Taruna), Lembaga 
Adat Desa/Kelurahan dan 

Masyarakat Hukum Adat 

Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan (RT, 

RW, PKK, Posyandu, 

LPM, dan Karang 

Taruna), Lembaga Adat 

Desa/Kelurahan dan 
Masyarakat Hukum Adat 

yang Ditingkatkan 

Kapasitasnya (Lembaga) 

1 1 2.587.500,00 1 2.626.313,00 1 2.665.707,00 1 100.968.907,00 1 102.483.441,00     
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BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / 

OUTCOME / 

KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 

OUTPUT 

INDIKATOR 

OUTCOME / 

OUTPUT 

BASELIN

E TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 

KETERA

NGAN 

2026 2027 2028 2029 2030 

TAR

GET 
PAGU 

TA

RG

ET 

PAGU 
TAR

GET 
PAGU 

TAR

GET 
PAGU 

TAR

GET 
PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

2.13.05.2.01.0005 - 

Fasilitasi Pengembangan 

Usaha Ekonomi Masyarakat 

dan Pemerintah Desa dalam 

Meningkatkan Pendapatan 

Asli Desa 

      1.630.567.000,00   1.598.418.252,00   1.622.394.526,00   1.646.730.444,00   1.564.579.533,00     

Terlaksananya Fasilitasi 

Pengembangan Usaha 

Ekonomi Masyarakat dan 

Pemerintah Desa dalam 

Meningkatkan Pendapatan 

Asli Desa 

Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Pengembangan 

Usaha Ekonomi 

Masyarakat dan 

Pemerintah Desa dalam 

Meningkatkan 

Pendapatan Asli Desa 

(Dokumen) 

47 1 1.630.567.000,00 1 1.598.418.252,00 1 1.622.394.526,00 1 1.646.730.444,00 1 1.564.579.533,00     

2.13.05.2.01.0006 - 

Fasilitasi Pemerintah Desa 

dalam Pemanfaatan 

Teknologi Tepat Guna 

      0,00   0,00   30.000.000,00   30.450.000,00   30.906.750,00     

Terlaksananya Fasilitasi 

Pemerintah Desa dalam 

Pemanfaatan Teknologi 

Tepat Guna 

Jumlah Laporan Hasil 

Fasilitasi Pemerintah 

Desa dalam Pemanfaatan 

Teknologi Tepat Guna 

(Laporan) 

1 1 0,00 1 0,00 1 30.000.000,00 1 30.450.000,00 1 30.906.750,00     

2.13.05.2.01.0007 - 

Fasilitasi Bulan Bhakti 

Gotong Royong Masyarakat  

      0,00   0,00   50.000.000,00   50.750.000,00   58.362.500,00     

Terlaksananya Fasilitasi 

Bulan Bhakti Gotong 

Royong Masyarakat 

Jumlah Laporan Hasil 

Fasilitasi Bulan Bhakti 

Gotong Royong 

Masyarakat (Laporan) 

1 1 0,00 1 0,00 1 50.000.000,00 1 50.750.000,00 1 58.362.500,00     

2.13.05.2.01.0009 - 

Fasilitasi Tim Penggerak 

PKK dalam 

Penyelenggaraan Gerakan 

Pemberdayaan Masyarakat 

dan Kesejahteraan Keluarga 

      407.574.450,00   409.628.067,00   361.631.750,00   301.804.265,00   301.804.265,00     

Terlaksananya Fasilitasi Tim 

Penggerak PKK dalam 

Penyelenggaraan Gerakan 

Pemberdayaan Masyarakat 

dan Kesejahteraan Keluarga 

Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Tim Penggerak 

PKK dalam 

Penyelenggaraan Gerakan 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Kesejahteraan Keluarga 

(Dokumen) 

1 1 407.574.450,00 1 409.628.067,00 1 361.631.750,00 1 301.804.265,00 1 301.804.265,00     

2.13.05.2.01.0010 - 

Peningkatan Kesadaran 

Keluarga dalam 

Membangun Kerja Sama 

antar-Keluarga, Warga, dan 

Kelompok Masyarakat 

      0,00   88.239.538,00   0,00   0,00   67.439.964,00     

Terlaksananya Peningkatan 

Kesadaran Keluarga dalam 

Membangun Kerja Sama 

antar-Keluarga, Warga, dan 

Kelompok Masyarakat 

Jumlah Keluarga yang 

Mengikuti Peningkatan 

Kesadaran Keluarga 

dalam Membangun Kerja 

Sama antar-Keluarga, 

Warga, dan Kelompok 

Masyarakat (Keluarga) 

0 0 0,00 14 88.239.538,00 0 0,00 0 0,00 14 67.439.964,00     
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BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / 

OUTCOME / 

KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 

OUTPUT 

INDIKATOR 

OUTCOME / 

OUTPUT 
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E TAHUN 

2024 

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 

PERANGKAT 

DAERAH 

KETERA

NGAN 

2026 2027 2028 2029 2030 
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PAGU 

TA

RG

ET 

PAGU 
TAR

GET 
PAGU 

TAR

GET 
PAGU 

TAR

GET 
PAGU 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

2.13.05.2.01.0011 - 

Peningkatan Kesadaran 

Keluarga dalam Peningkatan 

Pendidikan dan 

Keterampilan untuk 

Mewujudkan Sumber Daya 

Manusia yang Berkualitas 

dan Berdaya Saing 

      0,00   0,00   92.208.647,00   0,00   67.439.965,00     

Terlaksananya Peningkatan 

Kesadaran Keluarga dalam 

Peningkatan Pendidikan dan 

Keterampilan untuk 

Mewujudkan Sumber Daya 

Manusia yang Berkualitas 

dan Berdaya Saing 

Jumlah Keluarga yang 

Mengikuti Peningkatan 

Kesadaran Keluarga 

dalam Peningkatan 

Pendidikan dan 

Keterampilan untuk 

Mewujudkan Sumber 

Daya Manusia yang 

Berkualitas dan Berdaya 

Saing (Keluarga) 

0 0 0,00 0 0,00 0 92.208.647,00   0,00 14 67.439.965,00     
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Tabel 4.4. Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 

 

NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) 

2.13.0.00.0.00.04.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG 

1. 2.13.02 - PROGRAM 

PENATAAN DESA 

Meningkatnya kualitas 

penataan desa 

2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa   

      2.13.02.2.01.0001 - Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan 

Perubahan Status Desa 

  

      2.13.02.2.01.0002 - Fasilitasi Tata Wilayah Desa   

      2.13.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa   

      2.13.02.2.01.0004 - Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa   

      2.13.02.2.01.0005 - Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat 

dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota 

  

      2.13.02.2.01.0006 - Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa   

2. 2.13.03 - PROGRAM 

PENINGKATAN KERJA 

SAMA DESA 

Meningkatnya efektivitas 

kerjasama desa 

2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa   

      2.13.03.2.01.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota   

      2.13.03.2.01.0002 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga 

dalam Kabupaten/Kota 

  

      2.13.03.2.01.0003 - Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan   

3. 2.13.04 - PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN DESA 

Meningkatnya kualitas 

pembinaan dan 

pengawasan pemerintahan 

desa 

2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi 

Pemerintahan Desa 

  

      2.13.04.2.01.0001 - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan 

Desa 

  

      2.13.04.2.01.0002 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa   

      2.13.04.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa   

      2.13.04.2.01.0004 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa   

      2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah 

Desa 

  

      2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga 

Kerja Sama antar Desa 
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NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) 

      2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan 

Pemberhentian Kepala Desa 

  

      2.13.04.2.01.0011 - Fasilitasi Penyusunan Profil Desa    

      2.13.04.2.01.0012 - Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa   

      2.13.04.2.01.0013 - Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa   

4. 2.13.05 - PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

LEMBAGA 

KEMASYARAKATAN, 

LEMBAGA ADAT DAN 

MASYARAKAT HUKUM 

ADAT 

Meningkatnya kapasitas 

Lembaga Kemasyarakatan, 

Lembaga Adat dan 

Masarakat Hukum Adat 

dalam pembangunan 

2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di 

Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang 

Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 

  

      2.13.05.2.01.0002 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan 

Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, 

Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan 

Masyarakat Hukum Adat 

  

      2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga 

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang 

Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 

  

      2.13.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan 

Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 

  

      2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi 

Tepat Guna 

  

      2.13.05.2.01.0007 - Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat    

      2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan 

Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 

  

      2.13.05.2.01.0010 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja 

Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 

  

      2.13.05.2.01.0011 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan 

Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang 

Berkualitas dan Berdaya Saing 
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Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak 

 

NO INDIKATOR SATUAN 

BASELINE 

TAHUN 

2024 

TARGET TAHUN 
KETERANGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 

2.13.0.00.0.00.04.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG 

1. Indeks Desa (ID) Indeks 85,61 85,00 86,46 87,92 89,38 90,84 92,30   

2. Jumlah Bumdes Aktif 

dan Beroperasi Secara 

Produktif 

Bumdes 44,26 68,18 68,39 68,61 68,82 69,03 70,07   

3. Nilai Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah (AKIP) 

Nilai BB BB BB BB BB A A   

4. BUMDes yang 

memiliki unit usaha 

yang menghasilkan 

pendapatan dan 

barang/jasa secara 

berkelanjutan serta 

memberikan manfaat 

ekonomi bagi desa 

Bumdes 33 35 37 39 41 43 45   

5. Persentase Desa 

Mandiri 

% 100 97,54 100 100 100 100 100   
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Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak 

 

NO INDIKATOR STATUS SATUAN 

BASELINE 

TAHUN 

2024 

TARGET TAHUN KETE

RANG

AN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 

1. 2.13 - URUSAN 

PEMERINTAHAN BIDANG 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DAN DESA 

                    

2. Persentase Fasilitasi Kerjasama 

Desa 

positif Persentase 15 15 43,84 60,27 79,45 87,67 100,00   

3. Persentase Fasilitasi 

Pemberdayaan Lembaga Adat 

Desa dan Lembaga Masyarakat 

Hukum Adat 

positif Persentase 68,75 68,75 75,00 81,25 87,50 93,75 100,00   

4. Persentase Aparatur Desa dan 

Anggota BPD yang Ditingkatkan 

Kapasitasnya 

positif Persentase 45 45 56,27 67,20 78,14 89,07 100,00   

5. Persentase Fasilitasi Penataan 

Desa 

positif Persentase 60 60 70 80 90 100 100   

6. Persentase Fasilitasi Tata Kelola 

Desa 

positif Persentase 41 41 52,46 65,57 77,05 88,52 100,00   

7. Persentase Fasilitasi 

Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan Desa (LKD) 

positif Persentase 42,86 42,86 57,14 71,43 85,71 100,00 100,00   
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BAB V PENUTUP 

  

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung 

Kabupaten Siak ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Siak 

Tahun 2025-2029, sehingga diharapkan terjadi keselarasan rumusan tujuan, sasaran, strategi, 

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok fungsi Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang telah ditetapkan.  

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten 

Siak tahun 2025-2029 merupakan arah bagi seluruh unit kerja pada Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

serta berbagai gagasan pengembangan dalam rangka penguatan dan peningkatan pelayanan 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak di masa mendatang. Renstra 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak memuat Tujuan, Sasaran, 

Arah Kebijakan, Strategi serta Rencana Program maupun Kegiatan Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak dalam kurun waktu 2025-2029.  

Pada tahapan pelaksanaan selanjutnya Rencana Strategis (RENSTRA) ini yang 

dijabarkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Siak, dalam pelaksanakan program-program yang 

tertuang dalam Renstra Tahun 2025–2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung 

Kabupaten Siak berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, serta 

masyarakat termasuk dunia usaha. 

Selanjutnya untuk menjaga dan mengendalikan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Kampung Kabupaten Siak agar selaras dengan dinamika perubahan dan perkembangan 

lingkungan strategis, maka diperlukan review secara berkala. Untuk itu diperlukan suatu tim 

internal dan eksternal untuk melakukan evaluasi terhadap Renstra Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak apakah masih relevan sesuai dengan tuntutan 

dinamika perkembangan, sehingga nantinya memperoleh umpan balik yang sangat diperlukan 

dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa yang akan datang. 

Permendagri nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 




